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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan dalam
mengelola dokumen di dalam suatu instansi pemerintah. Sejumiah
keputusan strategis mulai dari hal yang terkait kepegawaian,
keuangan hingga perancangan alur kerja atau Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang ada di setiap unit kerja ditetapkan dengan
dokumen hukum, baik berupa keputusan maupun peraturan.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan sistem
pengelolaan dokumen hukum yang dikelola oleh ASN di setiap
instansi pemerintah.

Pengelolaan dokumen hukum di unit Bagian Hukum
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dilakukan oleh
ASN dengan jabatan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum.
Jabatan ini bertugas mulai dari pencatatan konsep dokumen hukum
yang diajukan ke Bagian hukum, pemberian nomor dokumen hukum,
pencatatan dokumen hukum yang sudah diberi nomor dalam
database, hingga melakukan digitalisasi dokumen hukum dan
menggunggahnya ke dalam Jaringan Informasi dan Dokumentasi
Hukum (JDIH).

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum antara lain belum adanya digitalisasi
pencatatan agenda surat, belum adanya info alur pembentukan
Surat Keputusan (SK) dan pertimbangan hukum yang mudah
dipahami dan menarik, dan belum adanya agenda Peraturan
Sekretaris Jenderal pada Portal DPR RI.

Isu utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum
adanya info alur pembentukan Surat Keputusan (SK) dan
pertimbangan hukum yang mudah dipahami dan menarik. SK adalah

surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu



organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan
organisasi atau lembaga tersebut.

Pembentukan Surat Keputusan (SK) dilakukan berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 tahun
2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Surat Keputusan di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl terdiri
atas Keputusan DPR RI, Keputusan Pimpinan DPR RI, Keputusan
Sekretaris Jenderal, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
Untuk tahun 2018 Surat Keputusan yang diterbitkan berjumlah 4.963
Surat Keputusan dengan rincian 53 SK DPR RI, 465 SK Pimpinan
DPR RI, 3.076 SK Sekretaris Jenderal, 1369 SK Kuasa Pengguna
Anggaran.

Jumlah yang massif dalam SK ini menunjukan urgensi SK
dalam tata organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
RI. Namun, unit pengusul sering kali kurang memahami tata cara
atau alur yang benar dalam proses pengajuan SK dan pertimbangan
hukum. Tata cara pengajuan SK yang diatur dalam bentuk Peraturan
Sekretaris Jenderal yang diuraikan dalam bentuk pasal per pasal
sering kali menimbulkan kebingungan pada unit kerja.

Pertimbangan hukum merupakan dokumen yang dibuat oleh
Bagian Hukum yang berisi pendapat atau kajian hukum terkait suatu
permasalahan. Pertimbangan hukum dibuat baik berdasarkan
permintaan unit kerja maupun berdasarkan perkembangan
permasalahan di lingkungan DPR RI. Pengajuan Pertimbangan
Hukum sementara ini masih sering menggunakan lisan, hal tersebut
tidak sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku.

Untuk meningkatkan pemahaman dan memudahkan unit
kerja, serta untuk mewujudkan tata kelola pembentukan SK dan
pertimbangan hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor 20 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka
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diperlukan “peningkatan layanan informasi bagian hukum melalui
infografis pembentukan Surat Keputusan dan Pertimbangan

Hukum”.

B. DASAR HUKUM

Berikut adalah landasan hukum pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil dan pembuatan rancangan Aktualisasi Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga
Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 162);

Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pegembangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2018 tetang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian Biaya
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.
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BAB Il

PROFIL ORGANISASI

A. VISI DAN MISI BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
Dalam menjalankan tugasnya, suatu organisasi ataupun
lembaga, memerlukan adanya visi dan misi untuk menjalankan
seluruh kegiatan dalam organisasi atau lembaga tersebut. Visi dan
misi tersebut dibuat tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai
oleh masing-masing organisasi ataupun lembaga tersebut. Adapun
visi dan misi dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, adalah
sebagai berikut:
Visi
Terwujudnya Pertimbangan, bantuan, informasi hukum, serta
Pengaduan masyarakat yang akuntabel dan efektif.
Misi

1. Mewujudkan pelayanan pertimbangan hukum  berupa
analisis hukum dan konsep pemecahan masalah hukum secara
akuntabel dan tepat waktu.

2. Mewujudkan hasil penanganan perkara di dalam maupun
di luar pengadilan secara akuntabel dan tepat waktu.

3. Mewujudkan rumusan produk hukum di Lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang
akuntabel dan tepat waktu.

4. Mewujudkan pelayanan informasi hukum yang akuntabel dan
tepat waktu.

5. Mewujudkan pemutakhiran status peraturan perundang-
undangan yang akuntabel dan tepat waktu.

6. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH).

7. Mewuijudkan kualitas hasil analisis pengaduan masyarakat yang

tepat waktu dan akuntabel.
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B. STRUKTUR ORGANISASI

BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT

. BAGIAN
BAGIAN | eRaasuan
' MASYARAKAT

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERTIMBANGAN & PERUMUSAN DOKUMENTASI &
ADVOKASI HUKUM PRODUK HUKUM INFORMASI HUKUM

Pengaduan Masyarakat

Gambar 1 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan

C. JABATAN/RINCIAN TUGAS JABATAN PENGELOLA DOKUMEN
DAN INFORMASI HUKUM

Nama Jabatan : Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
Kelompok Jabatan : Jabatan Pelaksana
Urusan Pemerintah : Kesekretariatan

Kode Jabatan -

JABATAN PELAKSANA

IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengkasifikasian
Jabatan bahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan

pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan

lancar.

Tabel 1. 1 Tabel Jabatan Pelaksana

11



Teknis

Perumusan Menyiapkan 2.1.mengumpulkan bahan referensi
Produk bahan dan materi yang dibutuhkan
Hukum perumusan untuk  merumuskan  produk
produk hukum hukum;

2.2.menjelaskan teknik dan prosedur

perumusan produk hukum;
2.3.menjelaskan  materi  produk

hukum yang akan disusun;
Dokumentasi Menyiapkan 2.1.mengumpulkan dokumentasi dan
dan Informasi dokumentasi informasi hukum vyang akan

Hukum dan informasi dipublikasikan;
hukum 2.2. melakukan input data
dokumentasi dan informasi
hukum;
2.3.mendokumentasikan dokumen
dan informasi hukum
2.4_melakukan penelusuran
dokumentasi dan  informasi
hukum yang
dibutuhkan;
2.5.mengkonfirmasi data
dokumentasi dan informasi
hukum.
Pertimbangan Menyiapkan 2.1.menyiapkan bahan referensi
dan Advokasi bahan referensi yang dibutuhkan untuk
Hukum pertimbangan pemberian pertimbangan dan

dan advokasi

hukum

advokasi hukum

2.2.melakukan penelusuran bahan
referensi yang diperlukan untuk
pemberian pertimbangan dan

advokasi hukum;
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2.3.meringkas bahan pertimbangan

dan advokasi hukum;

Analisis Menyiapkan 2.1.meringkas isu permasalahan
Hukum konsep analisis hukum;
hukum 2.2.mengidentifikasi permasalahan
hukum;
2.3.mengumpulkan bahan referensi
terkait dengan permasalahan
hukum.
SOP Memahami isi | 2.1.menjelaskan komponen di dalam
dan bagan alir SOP;
pekerjaan yang | 2.2. menjelaskan bagan alir
baku pekerjaan yang ada di dalam
dokumen SOP;
2.3.menterjemahkan kebutuhan
aktivitas pekerjaan ke dalam
bagan alir dan proses pekerjaan;
2.4.mengkonfirmasi kesesuaian
proses operasi dengan tujuan
yang diinginkan.
Standar Menyusun 2.1.mengidentifikasi kebutuhan
Pelayanan standar standar pelayanan;
pelayanan 2.2.mendefinisikan standar

pelayanan;

2.3.menentukan aspek-aspek yang
harus dipenuhi dalam
memberikan pelayanan;

2.4 menggambarkan proses
pelayanan;

2.5.menyebutkan  standar mutu

pelayanan.
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2.6.menterjemahkan kebutuhan
pemangku kepentingan ke dalam

standar pelayanan;

Aplikasi Mengetik 2.1.menuliskan dokumen sederhana

Komputer dokumen, data, dengan menggunakan aplikasi
dan materi pengolahan kata (misal word);
paparan 2.2.membuat tabel sederhana

dengan menggunakan aplikasi
pengolah data (misal excel);

2.3.mengetik materi paparan dengan
menggunakan aplikasi power
point.

Presentasi Menggunakan | 2.1.menggunakan alat bantu
alat bantu presentasi untuk memudahkan
untuk pemahaman topik;
melakukan 2.2.menggunakan teknik presentasi,
presentasi seperti artikulasi suara yang baik,
yang lebih kontak mata;

sesuai dengan

kebutuhan

2.3. menyampaikan presentasi

dengan lancar,

Tabel 1. 2 Tabel Tugas dan Fungsi
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BAB Il

RANCANGAN AKTUALISASI

A.IDENTIFIKASI ISU
1. Isu I: Belum adanya info alur Pembentukan Surat Keputusan (SK)
dan Pertimbangan Hukum yang mudah dipahami dan menarik.
Masalah : Untuk mewujudkan tata kelola pembentukan Pertimbangan
Hukum dan Surat Keputusan SK dilingkungan Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR Rl yang sesuai dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI, diperlukan pedoman tentang Alur
Pembentukan Surat Keputusan yang dapat dijadikan rujukan dan
acuan oleh unit pengusul Surat Keputusan dalam mengelola.
Pertimbangan hukum merupakan dokumen yang dibuat oleh
Bagian Hukum yang berisi pendapat atau kajian hukum terkait suatu
permasalahan. Pertimbangan hukum dibuat baik berdasarkan
permintaan unit kerja maupun berdasarkan perkembangan

permasalahan di lingkungan DPR RI.

Seringnya muncul pertanyaan dari unit kerja terkait dengan
mekanisme dan alur kerja pembentukan SK dan Pertimbangan

Hukum, misalnya:

1. apakah Konsep Surat Keputusan ditujukan kepada Kabag Hukum
atau Karo Hukum dan Dumas

2. Pengambilan Surat Keputusan (SK) yang sudah dikoreksi.

3. Kop kertas yang digunakan untuk setiap jenis SK

4. apayang harus dilakukan setelah SK ditandatangani pejabat yang
berwenang.

5. Bagaimana cara mengajukan Pertimbangan Hukum.

6. Apakah Pertimbangan Hukum dapat di buat oleh semua Unit yang
ada di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
RI

Penyebab : Di dalam proses pembentukan Pertimbangan Hukum dan
Surat Keputusan (SK) sering kali terdapat beberapa unit pengusul

yang kurang memahami tata cara atau alur yang benar sesuai dengan
15



Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2017, hal ini
disebabkan oleh kurangnya pemahaman unit kerja pengusul untuk
membaca mekanisme pembentukan SK (Surat Keputusan) yang
tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 tahun 2017
Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI.

Unit kerja seringkali menyerahkan penugasan pembuatan SK
hanya kepada satu orang dan kurangnya transfer knowledge yang
dilakukan oleh unit kerja kepada staf yang diberi tugas untuk membuat

SK, khususnya kepada staf baru di unit tersebut

Sedangkan Pengajuan Pertimbangan Hukum yang ada di
Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
sementara ini masih sering menggunakan lisan, hal tersebut tidak

sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku.

Kondisi Yang di Harapkan : Adanya infografis yang lebih mudah
dibaca dan menarik secara visual diharapkan dapat menjadi media
sosialisasi yang lebih luas dan meningkatkan pemahaman untuk
seluruh pegawai mengenai alur pembentukan pertimbangan hukum
dan alur pembentukan Surat Keputusan (SK) sesuai dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI.

Dampak : Dampak dengan tidak adanya infografis ini, beberapa unit-
unit pengusul tidak mengetahui bagaimana alur pembentukan
pertimbangan hukum dan alur pembentukan Surat Keputusan yang
benar sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal No. 20 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI. Seperti :

1. Unit Pengusul masih bingung Konsep Surat Keputusan ditujukan
kepada Kabag Hukum atau Karo Hukum dan Dumas
2. Unit Pengusul masih belum mengerti mekanisme pengambilan

Konsep Surat Keputusan yang sudah dikoreksi
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3. Salahnya penulisan format nomor Surat Keputusan berdasarka
jenisnya
Output : Infografis Alur Pembentukan Surat Keputusan (SK) dan

Pertimbangan Hukum yang muncul di Portal (www. portal.dpr.go.id)

. Isu Il : Belum adanya Digitalisasi pencatatan agenda surat

Masalah : Di dalam pencatatan agenda surat masuk dibagian hukum
masih menggunakan buku agenda dengan cara menuliskan tanggal

masuk, Perihal, dan unit pengusul secara manual.

Belum terdapat mekanisme pencatatatan surat masuk selain

produk hukum di Bagian Hukum. Surat masuk ini meliputi :

1. Undangan
2. pemberitahuan atau surat edaran

3. surat panggilan sidang dari pengadilan.

Penyebab : Berdasarkan masalah diatas, Pencatatan agenda surat
masuk masih banyak kendala disebabkan pencatatan masih
menggunakan buku agenda dan kurangnya format dan sistem yang

dibangun untuk pencatatan surat masuk yang ada di bagian hukum.

Tugas utama Bagian Hukum adalah pembentukan produk
hukum dan pertimbangan hukum, sehingga selama ini lebih berfokus
melakukan pencatatan pada produk hukum dan kajian atau

pertimbangan hukum yang masuk dan keluar dari Bagian Hukum.

Kondisi yang diharapkan : Digitalisasi pencatatan agenda surat

masuk yang ada di bagian hukum diharapkan untuk :

. memudahkan pencatatan

a
b. Memudahkan dalam pencarian data jika dibutuhkan
c. Mengamankan database yang ada

d

. Pencatatan menjadi Paper less

Dampak : Dengan tidak adanya Digitalisasi pencatatan agenda surat

masuk yang ada di bagian hukum Sehingga muncul dampak seperti :

a. kehilangan database
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b. pemborosan kertas
c. pencarian data masih manual

d. tidak tersusun dengan rapi.

Output : Aplikasi pencatatan agenda surat masuk menggunakan

microsoft access

3. Isu lll : Belum adanya Agenda Peraturan Sekretaris Jenderal pada
Portal DPR RI

Masalah : Pada pencatatan Agenda Konsep Peraturan Sekretaris
Jenderal yang masuk di bagian hukum masih menggunakan aplikasi
microsoft word dikomputer di bagian hukum yang masih banyak

kendala.

Penyebab : Belum adanya fasiitas pencatatan agenda Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI di website portal DPR RI

Kondisi Yang Diharapkan : Dengan adanya Sub menu agenda
pencatatan agenda Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI akan lebih
memudahkan dalam pencatatan agenda dan database akan lebih

aman dibanding menggunakan microsoft word

Dampak : Dampak jika tidak ada fasilitas pencatatan agenda

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, yaitu :

. Rawan terkena virus komputer.

a

b. Rusaknya file agenda
c. Rawan kehilangan data.
d

. Susahnya mengembangkan aplikasi yang ada di portal

Output : Sub Menu Agenda Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
yang di web Portal DPR RI https://jdih.dpr.go.id/

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS
Dari isu yang telah disebutkan sebelumnya, isu dikerucutkan
menjadi satu isu yang paling prioritas dengan menggunakan metode
USG (Urgency, Seriousness, Growth).

Tabel 3. Tabel Pemilihan Isu Prioritas
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NILAI
NO ISU - TOTAL | RANKING
1. |Pembuatan Infografis Alur
Pembentukan Surat 4 13 1
Keputusan (SK) &
Pertimbangan Hukum
2. |Digitalisasi pencatatan 4 10 2
agenda surat masuk
3. |Pembuatan Agenda
Peraturan Sekretaris
Jenderal pada Portal DPR 3 9 3
RI

Keterangan: (skor antara 1-5)

Penjelasan angka:

+ 1= sangat rendah pengaruhnya

+ 2= kurang berpengaruh

+ 3= cukup berpengaruh

» 4= berpengaruh

« 5= sangat besar pengaruhnya

Keterangan huruf:

U= seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindak lanjuti

+ S= seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya

+ G= seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani

Berdasarkan hasil analisis USG, maka hasil yang diambil adalah

isu nomor 1 yang mendapatkan total nilai analisis 13 poin. Isu nomor 1

yaitu Pembuatan Infografis Alur Pembentukan Surat Keputusan (SK).

Jika dilihat dalam table USG, isu 1 memiliki nilai yang paling tinggi

dimana isu tersebut mendesak dan serius untuk dibahas. Isu tersebut

juga harus segera ditangani dan dicarikan solusinya supaya tidak

semakin memburuk.

C.GAGASAN PEMECAHAN ISU

Gagasan yang didapat dari Identifikasi isu dari “Belum adanya info

alur pembentukan Pertimbangan Hukum dan Pembentukan Surat
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Keputusan (SK) yang mudah dipahami dan menarik.” Maka dibuatlah
infografis tentang pembentukan Surat Keputusan yang menarik dan
mudah dipahami, serta terinfokan secara transparansi dengan cara
infografis diupload di portal (www. portal.dpr.go.id) sehingga dalam
aktualisasi ini penulis mengangkat judul “peningkatan layanan informasi

bagian hukum melalui infografis pembentukan Surat Keputusan dan

pertimbangan hukum”.
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D.RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

: Bagian Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

: 1. Belum adanya info alur Pembentukan Surat Keputusan (SK) dan Pertimbangan Hukum

yang mudah dipahami dan menarik.

2. Belum adanya Digitalisasi pencatatan agenda surat

3. Belum adanya Agenda Peraturan Sekretaris Jenderal pada Portal DPR RI

: Pembuatan Infografis Alur Pembentukan Surat Keputusan (SK) dan Pertimbangan Hukum

: Peningkatan layanan informasi bagian hukum melalui infografis pembentukan Surat Keputusan
dan Pertimbangan Hukum

0 0 D3 (] Qutp adap ?
Pe Dea Orga
1 | Pengajuan 1.1. Pemaparan rancangan | 1.1 Isu rancangan 1.1 Akuntabilitas Penulis ingin [I. Akuntabel
Rancangan aktualisasi aktualisasi (tanggung jawab dalam mewujudkan dikaitkan dengan
Aktualisasi 1.2. diskusi dengan mentor | 1.2 Catatan perancangan informasi seluruh kegiatan
dalam rangka Diskusi aktualisasi) Penulis hukum yang diimana dalam
merancang aktualisasi | 1.3 Lembar sudah berakuntabilitas mudah melaksanakan
1.3. Persetujuan Mentor Persetujuan dengan menunjukan dipahami. serangkaian
Mentor dokumen _rancangan Mewujudkan kegiatan rencana
aktualisasi yang pelayanan aktualisasi
it Ty | o i
dan coach berupa form akuntabelydag SEEpHL  dSngEn
persetujuan  dengan tepat waktu. e
transparan perundang-
1.2 Nasionalisme undangan yang
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Kegiatan

Tahapan Kegiatan :

Output/Hasil

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan

_ Kontribusi
Terhadap Visi-

_Misi Organisasi_

Penguatan Nilai
Organisasi

TR s
Musyawaraah berlaku baik
mencapai mufakat, sila terhadap atasan
ke 4 bagian yang

1.3 Etika Publik terkait, dan
(menerapkan nilai nilai teman sejawat.
etika yang santun
dalam konsultasi

dengan mentor)
1.4 Komitmen Mutu

Efektif &

meningkatkan

pemahaman aktualisasi
1.5 Anti Korupsi

Disiplin waktu

efisien

Pengumpulan Data

2.1

2.2,

2.3

Melakukan Survei
tingkat  pengetahuan
unit pengusul tentang
alur pembentukan Surat

Keputusan (SK)
sebelum dibuatnya
infografis.

Mengumpulkan  data

alur pembentukan Surat
Keputusan (SK) vyang
terdapat di Peraturan
Sekretaris Jenderal No.
20 tahun 2017

Mencari bahan bahan
untuk desain infografs

2.1 Kuisioner
2.2 Peraturan
Sekretaris

Jenderal No.

20 tahun
2017

2.3 Bahan
Desain,
contoh
infografis

2.4 Klasifikasi
Surat
Keputusan

2.1 Akuntabilitas
tanggung jawab dalam

pengumpulan data
pertanggung jawaban
secara lengkap dan
transparan

2.2 Nasionalisme
Dalam survei penulis

menghormati pendapat
orang lain, sila kedua
2.3 Etika publik
Menggunakan
yang santun.
2.4 Komitmen Mutu

kata

Mewujudkan
pelayanan
informasi
hukum yang
akuntabel dan
tepat waktu.

dikegiatan ini harus

memiliki nilai
Integritas
dikarenakan dalam
proses

pengumpulan data
penulis lebih
mengutamakan
sikap kejujuran
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Oro
2.4. Pengklasifikasian Surat Membuat kuesioner
Keputusan yang efektif & efisien
2.5 Anti Korupsi
Disiplin waktu
Desain 3.1 Mencari Ide Desain 3.4 |de Desain 2.1 Akuntabilitas Penulis ingin | Integritas dalam
3.2 Konsultasi Desain ke | 3.5 Catatan Desain infografis yang mewujudkan melakukan
Mentor Konsultasi dapat ) : Seluruh rangkaian
3.3 Mendesain  Infografis | 3.6 Desain dipertanggungjawabkan informasi hukum | keqgiatan
Surat Keputusan dan Infografis Alur kebenaranya yang mudah | rancangan
Pertimbangan Hukum Pembentukan 2.2 Nasionalisme dipahami. aktualisasi ini
dengan baik  dan SK dan Pembuatan desain menunjukan
menarik Pertimbangan yang menerima kejujuran dalam
Hukum masukan pendapat dari tahapann
orang lain kegiatannya
2.3 Etika publik seperti
Menerapkan kejujuran pengumpulan data
2.4 Komitmen Mutu dengan tidak
berinovasi melakukan tindak
2.5 Anti Korupsi kecurangan atau
Disiplin  waktu saat melakukan
konsultasi manipulasi data
demi menghasilkan
output yang
diharapkan.
Implementasi 4.1. Penjadwalan Rapat 4.1 Undangan 4.1 Akuntabilitas Terwujudnya Profesional dinilai
4.2. Berkoordinasi dengan | Rapat Kejelasan Informasi koordinasi dari | dari dalam
unit BDTI (Bidang Data | 5.2 Daftar Hadir 4.2 Nasionalisme unit lain yang rangkaian seluruh
dan Teknik Informatika) Kegiatan Musyawarah Mufakat efektif kegiatan ini
Rapat 4.3 Etika Publik kegiatan dilakukan
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a Org
2 :: L 3 o 4 S 5 - 6 7
4.3. Upload Infografis ke | 5.3 Laporan sopan santun & disiplin secara
Portal DPR RI Singkat berkoordinasi dengan professional,
(www.portal.dpr.go.id) (LAPSING) unit BDTI efektif dan efisien
5.4 Munculnya 4.4 Komitmen Mutu (upload serta dapat
Fitur infografis di portal menghasilkan
infografis alur merupakan penerapan output yang di
pembentukan nilai efisien dan efektif) harapkan.
Surat 4.5 Aneka Korupsi
Keputusan Disiplin waktu koordinasi
dengan BDTI
Evaluasi uji publik | 5.1. Melakukan  testimoni 2.1 Video 6.1 Akuntabilitas Mewujudkan dikegiatan ini harus
tingkat  pengetahuan Testimoni Tanggung Jawab atas | Ppelayananinformasi | memiliki nilai
unit pengusul tentang | 2.2 Saran pemahaman stakeholder hukum yang Integritas
alur pembentukan Surat 6.2 Nasionalisme akuntabel dan tepat | 4ixarenakan dalam
Keputusan (SK) setelah Menerima dan menghargai Ve proses testimoni
melihat infografis yang masukan dari orang lain harus
sudah dibuat 6.3 Etika Publik mengutamakan
5.2. Mengevaluasi masukan Bersikap ramah  dan sikap kejujuran
dari Testimoni penerima santun meminta izin
manfaat. testimoni

6.4 Komitmen mutu
Berinovasi dalam testimoni
menggunakan video

6.5 Anti Korupsi
Disiplin waktu dan berani
dalam meminta pendapa

Tabel 1. 3 Tabel Rancangan Aktualisasi

24



PELAKSANAAN AKTUALISASI

BAB IV

KEGIATAN | NO TAHAPAN WAKTU STAKE BUKTI FISIK
HOLDER
Pengajuan 1 Pemaparan rancangan 2 Oktober 2019 Bagian Hukum | Isu Rancangan
Rancangan aktualisasi Aktualisasi, foto,
Aktualisasi Laporan Singkat
2 Diskusi dengan mentor 8 Oktober 2019 Mentor Foto, Catatan
dalam rangka merancang Diskusi
aktualisasi
3 Persetujuan mentor 8 Oktober 2019 Mentor Lembar
Persetujuan
Mentor
Pengumpulan 1 Survei 9 — 11 Oktober 2019 | Beberapa unit | 1. Screenshot
Data di lingkungan Kuisioner
Setjen & BK 2. Data hasil
DPR RI Kuesioner,
3.Laporan hasil
Kuesioner,
2 Mengumpulkan data alur 15 Oktober 2019 Mentor, Analis | 1. PERSEKJEN
pembentukan SK & alur Hukum No.20 Tahun
permohonan pertimbangan 2017,
hukum 2. SOP
3 Megumpulkan Bahan 16 Oktober 2019 Penulis 1 Bahan Desain,
Desain 2 Screenshot
4 Pengklasifikasian Surat 17 Oktober 2019 Penulis 1 Klasifikasi Surat
Keputusan Keputusan
Desain 1 Mencari Ide Desain 21-25 Oktober 2019 | Mentor Konsep Desain
2 Konsultasi Desain ke 21-25 Oktober 2019 | Mentor Foto
Mentor
3 Mendesain Infografis 21-25 Oktober 2019 | Penulis Foto, Infografis
Implementasi 1 Penjadwaan Rapat 24 Oktober 2019 Penulis Undangan Rapat
2 Berkoordinasi dengan BDTI | 29 Oktober 2019 Unit BDTI Foto, Daftar Hadir
Screenshot,
Catatan Hasil
Rapat
3 Upload infografis ke Portal 30 Oktober 2019 Unit BDTI Nota Dinas, Foto,
Screenshot,
Munculnya fitur
Infografis
Evaluasi Uji 1 Testimoni 1&4 November 2019 | Bagian Foto, Video
Publik Administrasi Testimoni
Keuangan
2 Mengevaluasi masukan 5-6 November 2019 | Stakeholder Saran

Tabel 4. 1 Tabel Kegiatan
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A. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN
Dalam meningkatkan layanan informasi bagian hukum melalui infografis
pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum
perlu dilakukan beberapa kegiatan untuk menunjang keberhasilan
aktualisasi. Kegiatan tersebut sebagai berikut :
A. KEGIATAN 1 : PENGAJUAN RANCANGAN AKTUALISASI
1.1. Pemaparan rancangan aktualisasi
Pemaparan rancangan aktualisasi Bagian Hukum bertujuan
untuk mendapatkan masukan dan arahan penyusunan Kegiatan
aktualisasi diawali dengan melakukan pemaparan rancangan
aktualisasi kepada kepala Bagian Hukum dan pegawai di unit Bagian
Hukum yang didampingi mentor. Presentasi dilakukan guna
melakukan penyusunan konsep aktualisasi dan mendapatkan

masukan dari rekan di Bagian Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan

pada awal bulan Oktober di Ruang Rapat Bagian Hukum.

Gambar 4.1 1 Pemaparan rancangan aktualisasi kepada Kepala Bagian Hukum & Pegawai unit
Bagian Hukum

Dari hasil pemaparan rancangan aktualisasi, Kepala Bagian
Hukum menyetujui kegiatan aktualisasi sekaligus memberikan
semangat, saran dan arahan untuk membuat kegiatan aktualisasi
dengan sebaik mungkin. Mentor dan rekan-rekan di Bagian Hukum

juga memberi masukan untuk menyesuaikan infografis yang akan

26



dibuat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan
SK dan permintaan kajian Pertimbangan Hukum/Legal

Opinion/Analisa Hukum.

SERRETARIAT JENDER RAPAN K
BENAN FERWAKTI AN HAKY AT REFUN Ih

LAPORAN SINGHAT
PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALIBAS

o R, 2 Oxtobsar 2016

Waitis Pulad 09 OF WAE - seinse

Turpac Russg Rapa Bapon Hokom Laste || Ged Sewptangt Senoes! DPR R
Azary Pemapnran Rencangon Axusisas

Hospi 1 Wb Hugm

¢ Hasusbog Pedurgangan 90 Advoas: Hukum
Hasutshiag Perumusan Prodok o

IS

Fanibting F6H
5. St Bapian Mol

POKDK-POKOK PEMBAHASAN

1, Laporan sidualsest ahap NepEten dHaRpKEN MeMSLKSN Bemul tEB ANEKA
(Akuntateiias, Nasionaheme. Eia Publ Komitmen Muatu dan Ant Kongsil dan RAS
Rt Aaabdiss Prodosionsl dan, Buep Bas)

D Duiam Petyusinen 300mn Bubieas Retn ‘Keptusan™ o gant mengid “Surat Keputusas
agar rutish dipata

3 Datam Penyusunan lepdrm siaushsss: kaw “Permononan Pedmmtmngan Huson!™ dpant

s “Pormentaan Beimdsangan MumLeps G

ST (A PR RGN i GEngn

™ e tmrget 100 responden

5 infograli skan dunggi paca Portal Satien DPH R genpan diwatien fisr Sob funy barg
yalil Sub M "infograic

§  Acara dtulup pads puas 11.30 WAB

dokaria 2 Oktoter 2018

Kepais Bagan Husum

Gambar 4.1 2 Laporan Singkat Pemaparan Rancangan Aktualisasi

1.2. Diskusi dengan mentor dan Persetujuan Mentor

Setelah memaparkan rancangan aktualisasi kepada kepala
Bagian Hukum dan pegawai yang ada di unit Bagian Hukum,
kemudian penulis melakukan diskusi dengan mentor untuk
membahas masukan masukan yang diusulkan dari kepala bagian

hukum dan pegawai pegawai yang ada di unit Bagian Hukum.

Gambar 4.1 3 Diskusi dengan Mentor
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Setelah diskusi dengan mentor untuk membahas masukan
masukan yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum serta pegawai-
pegawai bagian hukum, selanjutnya penulis meminta persetujuan
mentor untuk melaksanakan kegiatan-kegiaatan untuk menunjang

keberhasilan aktualisasi

FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP LAPORAN AKTUALISAS!

1. Nama Pesarta Aftian Fitra Rahman

| Z. Uni Ketja | Bagiat Hukum

3. Gagasan Pemecahan lsu Peningkats
Meighi

Darn Permriniaan Pedimbangan Hukum

Catatan ferhadap Gaysasen Pemesahan isu

| Beknmandasi

Gambar 4.1 4 Formulir Persetujuan Mentor

Rangkaian kegiatan pertama pelaksanaan Aktualisasi di
minggu pertama habituasi mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS
berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta
menguatkan budaya organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI vyaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan
Integritas atau disingkat dengan RAPI. Nilai-nilai dasar tersebut

dapat diuraikan sebagai :

Akuntabilitas

Kegiatan presentasi rancangan aktualisasi yang dilakukan Penulis
merupakan implementasi dari nilai akuntabilitas. Melalui kegiatan
tersebut, Penulis mampu memaparkan dan menunjukan dokumen
rancangan aktualisasi yang telah disusun kepada kepala bagian

hukum, mentor dan pegawai pegawai yang ada di unit bagian hukum.
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Pemaparan konsep secara terbuka/transparan. ini juga
mendapatkan kritik dan saran dari mentor dan rekan-rekan di Bagian
Hukum.

Nasionalisme

Pemaparan aktualisasi ini mengandung nilai nasionalisme yaitu
penulis melakukan kegiatan pemaparan dengan musyawarah untuk
mencapai mufakat sesuai dengan nilai pancasila yaitu sila keempat.
Etika Publik

Penulis menerapkan nilai-nilai etika yang baik seperti santun dalam
melakukan pemaparan konsep aktualisasi dan ketika melakukan
presentasi serta konsultasi kepada mentor.

Komitmen Mutu

Presentasi dilakukan untuk mendapatkan masukan dan saran dari
mentor dan rekan kerja di Bagian Hukum agar infografis yang akan
dibuat dapat meningkatkan kinerja di Bagian Hukum serta lebih
efektif dan efisien untuk meningkatkan pemahaman pegawai di
lingkungan SETJEN dan BK terhadap alur pembentukan SK dan
Permintaan Pertimbangan Hukum.

Anti Korupsi :

Penulis selalu merapkan disiplin waktu ketika mengadakan
presentasi dan konsultasi, dan jujur dalam berpendapat
Manajemen ASN :

Menyampaikan kepada Mentor bahwa kegiatan aktualisasi ini
merupakan bentuk dari peran ASN memberikan pelayanan publik
yang profesional dan berkualitas.

Religius :

Meniatkan melaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Memulai,
melaksanakan, dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Ketika
hendak memulai pembicaraan juga diawali dengan salam dan penuh
hormat. Ketika selesai berkonsultasi mengucapkan terima kasih dan
salam.

Profesional :

Menggunakan kompetensi dan keterampilan berkomunikasi dengan

Mentor dan rekan kerja yang lain.
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Integritas :
Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan
(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat

guna, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum.

B. KEGIATAN 2 : PENGUMPULAN DATA

2.1 SURVEI

Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data
dengan mengedarkan kuesioner. Survei ini dilakukan guna
mengetahui tingkat pengetahuan pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal dan BK DPR RI dalam prosedur pembentukan SK dan
permohonan kajian hukum.

Konsep awal yang dibuat Penulis, kuesioner diedarkan
kepada Biro/Pusat di lingkungan Setjen dan BK dengan
menggunakan Nota Dinas. Kuesioner terdiri dari 5 pertanyaan, yaitu:

KUESIONER

Kuesioner dari Biro Hukum dan Pengaduan Masvarakat untuk mengetahui tingkat pengetahuan
unit-unit yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI wnlang prosedur
pembentukan Keputusan dan Permohonan Pertimbangan Hukum. Mobon diisi dengan jujur dansebenar-
benarnva.

NAMA : UNIT:

o Piiihich soioh satu jowaban yang odo poda setiop pertanyosn dengon membeni madp tentany
pade koo jowaban yong tersedia

1. Apakah saudara mengetahul prosedur pembentukan Keputusan dari pengajuan Pertimbangan
Hukum hingga penandatanganan Keputusan?

w() moa() rasemsu( )

2. Apakah saudara pernah membaca Peraturan Sekretaris Jenderal No. 20 Tahun 2017 tenlang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI?

(] ma[) nacuRacu ()

3. Apakah saudara pernah membaca SOP pembentukan Keputusan?

va[] moax[) RAGU-R)\GUD

4. Apakah sautara getahisl prosedur p h Pertimbangan Hukum ?

() 'ru)AxE:] RAGUMGUG

5. Apakah saudara pernah membaca SOP permohonan Pertimbangan Hukum ?

‘!AD Tlmr.D RAGuRAGuD

= TERIMAKASIH =

*) Mohon dikembaidian ke Biro Hukum dan Pengaducn Mayarakat

Gambar 4.2 1 Konsep awal kuesioner
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Penulis kemudian melakukan diskusi bersama Mentor dan
rekan-rekan di Bagian Hukum mengenai rancangan kuesioner yang
telah dibuat Penulis. Berdasarkan saran dan masukan dari mentor
dan rekan-rekan di Bagian Hukum, disepakati menambah 1 (satu)
pertanyaan dan kolom saran mengenai kebutuhan pegawai akan
adanya infografis. Sistem kuesioner yang pada awalnya dibuat
secara manual kemudian diubah menjadi digital atau E-
Questionnaree dengan menggunakan fitur google form. Hal ini
dilakukan untuk menghemat waktu, paperfess, dan memudahkan
Penulis untuk melakukan penghitungan serta analisis data.

Kuesioner berisi 6 (enam) pertanyaan dengan poin pilihan dan
memasukkan kolom untuk saran. Pertanyaan kuesioner meliputi:

1. Apakah saudara mengetahui prosedur pembentukan Surat
Keputusan (SK) dari pengajuan Pertimbangan Hukum (Koreksi)
hingga tahap penandatanganan Surat Keputusan?

2. Apakah saudara pernah membaca Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR Rl No. 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI?

3. Apakah saudara pernah membaca Standar Operasional Prosedur
(SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK)?

4. Apakah saudara mengetahui prosedur  permohonan
Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum?

5. Apakah saudara pernah membaca Standar Operasional Prosedur
(SOP) permohonan Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa
Hukum?

6. Apakah saudara membutuhkan informasi mengenai prosedur
Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang
menarik?

7. Saran

31



E-Questionnaire dibuat dengan menggunakan fitur yang ada di
Google yaitu Google Form. Untuk lebih jelasnya tampilan E-

Questionnaree dapat dilihat dilampiran

KUESIONER BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT
TENTANG TINGKAT PENGETAHUAN
PROSEDUR PEMBENTUKAN SURAT
KEPUTUSAN (SK) DAN
PERMOHONAN PERTIMBANGAN
HUKUM/LEGAL OPINION/ANALISA
HUKUM

—

PETUNJUK PENGISIAN

1. PIERAST SBIE $41 jowaban yang BA0Rk/TASSIISET BAJGHP ARG Les/ PASE 1180
ensnyman aengar mermibn 0234 pnan jrTaBAn yang tersetie
T Kbk sl ausrnii/Kine setelah Menswat semus Seriseyaas

Gambar 4.2 2 E-Questionnaree

E-Questionnaire diedarkan melalui aplikasi Whatsapp penulis.
Penyebaran kuesioner dilakukan pada minggu kedua bulan
Oktober. Kuesioner diisi oleh 100 responden yang merupakan
pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Responden berasal
dari 4 (empat) unit Eselon 1 di lingkungan Setjen dan BK DPR R,
yaitu Deputi Administrasi, Deputi Persidangan, Inspektur Utama,
dan Badan Keahlian.

Terdapat juga 17 (tujuh belas) dari 20 (dua puluhj unit Eselon Il yang
ada di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang turut mengisi survei
ini. Berdasarkan penyebaran tersebut, Penulis dapat menyimpulkan
bahwa hasil survei yang dilakukan menunjukkan adanya kebutuhan
infografis pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan
Pertimbangan Hukum di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Data
lebih lenhkapnya dapat dilihat di lampiran.

NO NAMA uNIT EREERICSARN 7. Saran
4 2 3 4 L] L]
Dibatican 503isksss: isni banyak terkast SOF yang ada di
1 |Runa Sartiks Pameia Sewstarial Komsi VIOPRR! | Ya | Ya ‘ Ya | Ya | va | Ys |ssigendanox OPR Ri Dramishian dengan sudio viscal
hetsh menaik 3ahngos mudan diseres dan gangat
2 |Mumi [Bagaat BAKN Ye Ys | Ya |Mungion[Musgion| Ya [Ting dicust dan ¢ sosialisasian
3 [Fagh [Frardy | Tida [Mungion| Ticaw | Twoas | Tiosk | Ye
& Niardi Hargo [Sekcretariat BAIIT Ya | Ya [ Ys | Ya | Ya | va
¥ [Vuhammad Saamatz EOT) Tidaw | Tiosr | Tidax | Tidmx | Tidar Mungion
6 |Anet AdhRyame Prskoso 2:ﬁm”” Ya |Wungion| Tiask | Tidsk | Tidak | Vs
T [Rahmad TTuTA Tidak | Toar | Tigw | Tede | Tdab | V&
& |SUMITRA ABDI NEGARA :Jmﬁg;’féw Tiaw | Tioae | Tidax | Tidsx | Tioak | va
9 [Winner Nainggolan Ef;:‘m""“,’m‘;""”"" Tidaie I-lmgkl'\| Tidax | Tiamr [Mungun| va
10_|Jemes Hazaro [PHARN Tidsk | Twar | Tigax | Tidex | Tider Y& |Saye kurang informas: tarsabu
T ooy 5o Tidar | Tioak | Tigan | Tidax | Tdek | Va
12 [Damel Tr Widyatmoke Bam Tedar | Tidak | Tidak | Tiask | Tidaw | Tidar
| [ Kuizwoner yg Gradaxan mi cukup bagus, Gharapian caset

13 {Tomy Susante Bagian Layanan Pengadaan | Ya  [Mungiin it Tidak | Tdak | Ya [membanty Bic Hukum dalam tahap awal membarikan
| inlorrmasi dan sesialisasi peoduk huiu ke degannys

4 [Hanyani Fusasriar o Tdar | Tiw | Tadse | Toax | Tosw | Va
15 |Adike Pusat PUU dungwi Tioax | Tidak | Tiask | Ticex | Ya
1 e Fusgixiat | T | Toamie | Tidak ‘ Tiowc | Tk || v [T oSOSGEnn apail cupet GuaRm Sosigheas 7

Agar kami yg fungsionat danat mengatahu slumya

Gambar 4.2 3 TampiIa“n hasil E-Questionnaire dengan menggunakan Google Form
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Data yang diperoleh dari kuesioner yang diedarkan adalah sebagai
berikut:

HASIL KUESIONER

100
90
80
70

60 ]
50 4
40 ! !
30 3 : ] 3
- Hall B ‘
10 Ha
0 : ! 1 .a - ! P * s

PERTANYAAN PERTANYAAN PERTANYAAN PERTANYAAN PERTANYAAN PERTANYAAN
>

EYA EMUNGKIN mTIDAK

Gambar 4.2 4 Chart hasi E-Questionnaire

Berdasarkan grafik hasil kuesioner diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PERTANYAAN: “Apakah saudara mengetahui prosedur pembentukan
Surat Keputusan (SK) dari pengajuan Pertimbangan Hukum (Koreksi)

hingga tahap penandatanganan Surat Keputusan?”

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 41
(empat puluh satu) responden yang mengetahui prosedur pembentukan
SK dan 46 (empat puluh enam) responden yang tidak mengetahui
prosedur pembentukan SK, serta 13 (tigabelas) responden menjawab

“mungkin”, seperti tabel dibawah ini.

MUNGKIN TIDAK

P T T By T

Tabel 4.2. 1 Tabel hasil kuesioner 1

Jadi sebanyak 46% responden menyatakan tidak mengetahui prosedur
pembentukan Surat Keputusan (SK) dari pengajuan Pertimbangan

Hukum (Koreksi) hingga tahap penandatanganan Surat Keputusan.
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2. PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPR RI?

Dari 100 (seratus) (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat
31 (tiga puluh satu) responden yang pernah membaca Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 20 Tahun 2017 dan 47
(empat puluh tujuh) responden yang pernah membaca Persekjen Nomor
20 Tahun 2017, serta 22 (dua puluh dua) responden menjawab

“mungkin”, seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. 2 Tabel hasil kuesioner 2

Jadi sebanyak 31% responden tidak pernah membaca Persekjen Nomor
20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hasil survei ini sesuai
dengan permasalahan yang Penulis uraikan pada awal penyusunan
konsep aktualisasi, yaitu kurangnya minat baca pegawai di lingkungan

Setjen dan BK tentang Peraturan Sekretaris Jenderal.

. PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Standar
Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK)?

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 20 (dua
puluh) responden yang mengetahui SOP pembentukan SK dan 63
(enam puluh tiga) responden yang tidak mengetahui SOP pembentukan
SK, serta 17 (tujuh belas) responden menjawab “mungkin”, seperti tabel

dibawah ini.

MUNGKIN TIDAK

o Gelsoe P
Tabel 4.2. 3 Tabel hasil kuesioner 3

34



Jadi sebanyak 63% responden menyatakan tidak pernah membaca
Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan
(SK).

. PERTANYAAN: Apakah saudara mengetahui prosedur permohonan

Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum?

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 17 (tujuh
belas) responden yang mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dan 68 (enam puluh delapan)
responden yang tidak mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum, serta 14 (empat belas) responden

menjawab “mungkin”, seperti tabel dibawah ini.

MUNGKIN TIDAK

Tabel 4.2. 4 Tabel hasil kuesioner 4

Jadi sebanyak 68% responden menyatakan tidak pernah membaca
Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan
(SK).

. PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Standar
Operasional Prosedur (SOP) permohonan Pertimbangan Hukum/Legal

Opinion/Analisa Hukum?

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 11
(sebelas) responden yang mengetahui SOP permohonan Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dan 74 (tujuh puluh empat)
responden yang tidak mengetahui SOP permohonan Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum, serta 14 (empat belas) responden

menjawab “mungkin”, seperti tabel dibawah ini.

MUNGKIN TIDAK

11

{ e :

Tabel 4.2. 5 Tabel hasil kuesioner 5
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Jadi sebanyak 74% responden menyatakan tidak pernah membaca
Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan Pertimbangan

Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum.

. PERTANYAAN: Apakah saudara membutuhkan informasi mengenai
prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang

menarik?

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 89
(delapan puluh sembilan) responden yang membutuhkan informasi
mengenai prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) &
Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual
yang menarik dan 2 (dua) responden yang tidak membutuhkan informasi
mengenai prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) &
Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual
yang menarik, serta 8 (delapan) responden menjawab “mungkin”, seperti

tabel dibawah ini.

UNGKIN TIDAK

Tabel 4.2. 6 Tabel hasil kuesioner 6

Jadi sebanyak 89% responden menyatakan membutuhkan informasi
mengenai prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) &
Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual
yang menarik. Hal ini dapat diartikan bahwa pegawai di lingkungan
SETJEN dan BK menyadari bahwa pengetahuan tentang prosedur

pembuatan SK dan kajian merupakan hal yang penting.

. SARAN

Berdasarkan hasil survei tentang prosedur pembuatan SK dan

Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum serta permintaan
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untuk membuat infografis, terdapat beberapa saran yang disampaikan

responden untuk penulis sebagai berikut:

a. Perlu adanya sosialisasi lebih banyak terkait SOP yang ada di
lingkungan Sekjen dan BK DPR Rl

b. Perlu dibuatnya infografis alur SOP yang menarik agar lebih
mudah dipahami

c. Ditambahkan dengan audio visual yang lebih menarik sehingga
mudah diserap dan diingat.

d. Kuisioner yg diadakan ini cukup bagus, diharapkan dapat
membantu Biro Hukum dalam tahap awal memberikan informasi
dan sosialisasi produk hukum ke depannya.

e. menampilkan informasi mengenai prosedur Pembentukan Surat
Keputusan (SK) & Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa
Hukum dalam bentuk visual yang menarik, agar mudah dipahami
semua kalangan

f. artikel artikel terkait prosedur tersebut juga masih susah dicari di
alat pencapaian ataupun website resmi dpr jadi untuk
menyampaikannya dengan visual menarik merupakan ide yang
sangat baik dengan memanfaatkan sebagai media social seperti
Facebook, Instagram Dan YouTube pastinya informasi tersebut
akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara ekstensif
Dengan begitu pihak DPR RI dapat melaksanakan tugas sebagai
parlemen modern yang akutabel serta informatif.

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan
tidak mengetahui prosedur pembentukan Surat Keputusan dan
Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum. Sebagian
besar responden pun menyatakan belum pernah membaca
SOP. Dalam kolom saran, saran yang diberikan oleh responden
cukup bervariasi.

Dari pertanyaan survei yang diajukan penulis diketahui bahwa
pegawai/pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI terdapat kebutuhan infografis tentang Surat
Keputusan dan Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa

Hukum yang menarik dan mudah dipahami.
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2.2 Mengumpulkan data alur pembentukan SK dan alur
permohonan pertimbangan hukum
Prosedur atau alur pembuatan Surat Keputusan dan
permohonan pertimbangan hukum pada dasarnya diatur dalam
persekjen no. 20/2017. Peraturan ini kemudian dituangkan dalam
bentuk SOP. SOP pembentukan SK dapat terlihat dalam gambar
berikut:

FERATURAN SEERETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REFUBLIK INDONESIA
NOMORZ TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUEAN PRODUK HUKUM, SEKRETARIAT JENDERAL DAR
BADAN EEAHLIAN DEWAK PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MaHA ESA

SEXRETARIS JENDERAL DEWAN FERWARILAN RAKYAT REPURLE INDORESTA,

Menimbang ! & bahwe adanya perubshan strulrer arganisasi dan tata
¥erja Sckretariet Jenderal dan Badan Keahlisn Dewan
Perwakilan Rskyat Republik Indonesia berakibat pada
perubshan pedoman tata naskah dinas Seloetariac
Jendersl dan Badan KEeahlian Dewan FPerwakdlan
Ralorat Republik Indonssia;
b.bahwe Feramran Sclretatis  Jendesal Dewan
Ferwaldlan Rekyat Noumor 5 Tahun 2014 rcnteng
Pedoman Pembenruksn Produk Hukum Selerariar
Jendera! Dewan Relyat

sudah tidak smicon amu harmonis jagi dengan
perubshan dan oe
dalam hurufa;

c. bahwa Deordasarksn perumbangsn schagaimans
dimakeud dalam huru! & dan huruf b, periu
menctspkan Peraturan Sckretaris Jandersl Dewan
Perwalilan Ralovat temtang Pedoman 'Pemben:umn-

Gambar 4.2 5§ PERSEKJEN

SOP pembentukan Surat Keputusan sebagai berikut:

r . & BEHR 108 V13 IR Y S GAN Be DPR e, 21713917
| Sl P PLMECATAN | 20 Nemenber 2017
TOL REVESE

= NP eS0T YRS I
SERAETARIAT JENDERAL DAN BADAN REAHLIAN PR &I [T e o | |
NA gk SO SOP PEMBENTURAK NASHAM KEPUTUSAN DPR. KEPUTUSAN PIAFINAN DS, KEPUTUSAN !

BEXIN OPR. DAK AN KOIASA P NS TRLMS! SEXJEN.
DASAR HUKUM. 2  KUALFIRAS! PELAKSANA:
T Undang Uniiany Nomsr 17 Tangs 2014 tentang PR OFR DRG 1 ot ettt i G sianam
G D90 (U MO 2 Bherih ] amenar s M dian] dan Sapobis
2 Peutoar Sebieisie Jinders! Dewasbsnmiizs Ragw Repubiad Dl Qs St

tadzresia Nomor € Tatur 2015 waleng Orgundasiien Tata Kejdis themghem: Spudyr Crganies: Setin can B D98 R
Savena'sal Jeasecs dan Budan rratiien Doaee Perwiidee Rayss L) s rishimen hdum stins

Refuts KOCwEA MtAORTans tish dutah dengin Petstian

Geypmaets Jendery’ Dewin Pecashiian Racysr Ropopis. menness

daeyar 2 Tanon 2016

W TEARATT A0 (SLRALAT ANSERLENGRARAN
T it Raanes Sapann

| T Dok Bl 0t Penading wnosan

| 13 Kempaennter]Scomes

; 14 Janegss steonat

| i A ma oo

FORAGATAN RIS | 3 TARR

!Mx--_ Deranggurg wwst 2197 pelskidraan withels peng felah DEMPAT Besagal Sucs slstonk dan manus!

Gambar 4.2 6 SOP Pembentukan SK
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Untuk permohonan pertimbangan hukum kajian, SOP-nya
sebagai berikut:

PRCRER S0 Tt SR T JEN DAN BY DPR Rine A 02017

| L . .::,{?L PEMBUATAN (T Oidober 2017
| 4 k'’ 13 HE s
P ¢ ST g

- .
g o

et £ H,

i SEKRETARIAT SENDERAL DAN BADAN KEAHLIAK OFF RI
1 Wi EI TSR 2 001

NAdiA S0 ROF PERTUSUNAN LEGAL GPRADNPERTTEBANGAN HUKUMANALISA HUKUIL.
fghar: Biro Hunum Durmsn)
T DABAR HUKOM y KUALI AB! PELAKSANA-
B Fersran Cresce Mot 27 Tafum F0LL featang Sesdrmast | [ PP R S ——" BN ey
daptera dan P Keatian PR R 2. Mecnatians Syt Orgatians Searntans: dordzey din Baten Keshlon DPR R

3 Pustoon Saemtans Jondens Dewasteraskion Rabysl Repuniih]) Mamatam ommutan pomn

i -wdangan Bract

Idomern oty 6 Tahun 2015 entisg Craseisucds Talk Mequld Memonaes porgiuissr Komaulur Gan arnge mistm
Sekretanal Jordes tan Hedmn Weshiae Twwen Peswiadian
faiya Paesdsld wedonpea, sehagarmans wish dubh dergas
e Geroetahs Jerises’ Dansent Deeasiddne Ralyer Hopuaoid
wetnnonia Wormer 2 Tabun 20 !

!n-wru i ] PERALATARPERLENGEAPAN
ik T omatne iomi bt T or AT g Sl
12 Aat wowmatias
13 HompatprrmL s
| 4 Mots GraAny ORpEs

PERINGATAN i PUNCATATAN AN PENDATAAN
CPelanans heASrGOUY BVt #7e DER NS #hiaTH Yl ua,aaicmawt. BHOAJA DI CRATIGDM G0 TGN
|

drctaphn

Gambar 4.2 7 SOP Permintaan Pertimbangan Hukum

Untuk lebih jelasnya Peraturan Sekretaris Jenderal, SOP
Pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan

Hukum dapat dilihat dilampiran

2.3 Mengumpulkan Bahan Desain

Poin utama dari infografis adalah penyampaian informasi yang
mudah dipahami dan grafis atau desain yang menarik. Penulis
membuat desain infografis berdasarkan hasil konsultasi dengan
Mentor. Aplikasi yang digunakan adalah Corel Draw versi X5 karena
Aplikasi ini memiliki banyak fitur untuk mendesain dan tersedianya

template-template desain di website secara gratis.

e

o

CorelDRAW
GR S SUITE

SuU

0
a%
2

Gambar 4.2 8 Corel Draw
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Untuk membuat desain yang menarik, termasuk ornamen
pendukungnya, Penulis melakukan pengumpulan bahan desain.

Materi desain didapatkan dari website www.freepik.com dan

www.all-free-download.com Bahan desain akan digunakan untuk
mendukung tampilan infografis agar lebih menarik dan lebih mudah

dipahami

Graphic resources for everyone

Find Free Veciors, Stock Photos, PSD and lcons

Bk ound, Brochure. Wedding

Doweiand s backgrd from Photpsngel i 7 -

Gambar 4.2 9 Website bahan desain freepik

s M@ © & riweall-free-downicad.com - @

£
-
a8
.
'

All-free-downioad.com Free Vectors Photo ns Free PSO Free fonts Free lolage \Walpapers PS Brushes PS Pallems PS Styles

All-free-download.com

Bestfree download resource for designers

We are creating many vector designs in our studio {BSGStudio). The new designs will be published daily.

Designers are welcome to [-TTF ¥ vour design and get backlink, buy commercial button, donate button see example

Don't waste your design work please share it to the world

Waoman day | Autumn | Summer | Spring | Beach | Background | 2018 | Halloween | Winter | Christmas | Black friday | 8 march womens
day |

Connect with : [ Facebook | B8 Goog!

ogle+ To Upload your design

Gambar 4.2 10 Website bahan desain allfreedownload

Penulis mengumpulkan beberapa contoh desain bagan alur

yang dapat menjadi referensi dalam membuat desain infografis.
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Gambar 4.2 11 Kegiatan mencari bahan desain

2.4 Pengklasifikasian Surat Keputusan

Tahap Pengklasifikasian surat keputusan dilakukan untuk
memudahkan penulis untuk mengetahui batasan surat keputusan
yang akan dibuat infografis. Klasifikasi Surat Keputusan sebagai
berikut

Klasifikasi Surat Keputusan

Surat Keputusan | Surat Keputusan | Surat Keputusan
Dewan Perwakilan | Sekretaris Jendereal | Kuasa Pengguna
Rakyat (DPR) (SEKJEN) Anggaran (KPA)

Tabel 4.2. 7 Klasifikasi SK

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data ini mengandung
nilai-nilai dasar PNS berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS
dalam NKRI, serta menguatkan budaya organisasi berupa RAPI.

Penjelasannya sebagai berikut:

Akuntabilitas

Penulis menerapkan nilai akuntabilitas dengan cara mengumpulkan
data survei yang diisi oleh pegawai di lingkungan Setjen dan BK
secara transparansi dan kejelasan saat melaporkan hasil survei. Oleh

karena itu, hasil survei dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
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Nasionalisme

Kuesioner diedarkan kepada pegawai di lingkungan setjen dan bk
tanpa membedakan pangkat dan jabatan. Hal ini dilakukan sebagai
perwujudan nilai persamaan derajat pegawai, serta menghormati dan
menjunjung tinggi setiap pendapat yang berbeda sesuai dengan nilai
pancasila yaitu sila kedua.

Etika Publik

Menggunakan kalimat yang santun dalam membuat kuesioner,
menghargai setiap perbedaan pendapat, menerima saran dan kritik
secara lapang dada dan berperilaku yang sopan.

Komitmen Mutu

Hasil kuesioner digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan pegawai
di lingkungan SETJEN dan BK DPR RI agar infografis yang dibuat
efektif sesuai dengan kebutuhan pegawai dan sesuai dengan SOP.
Anti Korupsi :

Disiplin waktu ketika melakukan penyebaran kuesioner, pengumpulan
data, dan membuat analisis hasil kuesioner.

Manajemen ASN :

Infografis ini merupakan upaya peningkatan kapasitas dan
kemampuan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Dengan
adanya peningkatan kapasitas, diharapkan meningkatnya sumber
daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan
perkembangan jaman.

Whole of Government :

Dalam kegiatan ini memerlukan partisipasi dari unit kerja lain yang ada
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Pelayanan Publik :

Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan
saran dari publik, dalam hal ini unit kerja lain, terhadap kinerja Bagian
Hukum. Hasil kuesioner digunakan untuk meningkatkan pelayanan

publik yang dilakukan Bagian Hukum.
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Religius :

Meniatkan melaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Ketika hendak
memulai pembicaraan juga diawali dengan salam dan penuh hormat.
Ketika selesai berkonsultasi mengucapkan terima kasih dan salam.
Profesional :

Menggunakan kompetensi dan keterampilan Penulis dalam bidang
komputer untuk membuat kuesioner secara online dan melakukan
pengolahan data hasil survei.

Integritas :

Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan
(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat

guna, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum.

C. KEGIATAN 3: DESAIN

3.1. Mencari Ide Desain

Tahapan ini penulis mencari ide desain dengan membuat 2
konsep alur prosedur pembentukan SK dan 2 konsep desain
Permohonan Kajian Pertimbangan Hukum. 4 konsep desain tersebut
digunakan untuk mempermudah penulis untuk mengkonsultasikan
desain kepada mentor, Kepala Bagian Hukum, dan Pegawai-
pegawai di Bagian Hukum.

Konsep pertama yang dibuat oleh penulis yaitu konsep
Pembentukan surat Keputusan. Kosnep tersebut sebagai berikut :

Konsep infografis pembentukan Surat Keputusan 1

iR &3 G

203
REC L0 4

- & !

Gambar 4.3 1 Konsep Pembentukan Surat Keputusan 1
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Konsep infografis pembentukan Surat Keputusan 2
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Gambar'4.3l2 Konsep Pembentukan Surat Keputusan 2

Konsep infografis Permintaan Pertimbangan Hukum 1

INFOGRAFIS
PERMINTAAN

HUKUM

Gambar 4.

Konsep infografis Permintaan Pertimbangan Hukum 2

Gambar 4.3 4 Konsep Permintaan Pertimbangan Hukum 2

Untuk lebih jelasnya konsep infografis pembentukan

Surat

Keputusan dan Permintaa Pertimbangan Hukum dapat dilihat

dilampiran
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3.2. Konsultasi Desain ke Mentor

Infografis alur pembentukan SK dan alur permohonan
pertimbangan hukum dibuat dengan prinsip harus sesuai dengan
persekjen 20 dan SOP tetapi dikemas dalam bentuk yang lebih
sederhana dan menarik. Penulis telah membuat 2 Konsep desain
bagan alur yang dapat digunakan untuk membuat infografis.

Penulis mengonsultasikan konsep desain yang telah dibuat
sebelumnya kepada Mentor untuk mendapat masukan. Mentor
memberikan saran untuk menambahkan detail keterangan untuk

memudahkan orang yang membaca infografis.

Gambar 4.3 5 Kegiatan konsultasi desain kepada mentor

3.3. Mendesain Infografis

Dalam proses mendesain infografis, Penulis juga melakukan
konsultasi dengan Mentor, Kepala Bagian Hukum, dan meminta
masukan kepada rekan-rekan di Bagian Hukum. Desain infografis
dibuat sederhana dengan tidak terlalu banyak menambahkan
ornamen gambar. Detail keterangan proses ditambahkan sesuai

dengan arahan Mentor.
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Desain infografis juga dipresentasikan kepada Kepala Bagian
Fukum dan rekan-rekan di Bagian Hukum untuk mendapatkan
masukan. Penulis mendapatkan masukan terkait visual infografis,

pemilihan warna, dan beberapa detail desain.

=

eSS

Gambar 4.3 6 Kegiatan konsultasi desain kepada Kepala Bagian Hukum dzn rekan rekan

Gambar 4.3 7 Kegiatan konsultasi desain rekan kerja Bagian Hukum

Kegiatan mendesain infografis penulis mengembangkan dari 2
konsep desain yang sudah diskusikan kepada mentor, Kepala
Bagian Hukum, dan Pegawai-pegawai Bagian Hukum untuk di

finalisasi. Berikut desain infografis yang tersebut:
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a.

Infografis Pembentukan Surat Keputusan

¥
ey

b
l

BAGIAN HUKOW
2 7

Gambar 4.3 8 Infografis Pembentukan Surat Keputusan

b. Desain Infografis Permintaan Pertimbangan

Hukum/Legal Opnion/Analisa Hukum

g

ﬁ INFOGRAFIS PERMINTAAN

{f_’fa e - BAGIAN/BIDANG PENGUSUL
& 1] Bagian/Unit Pengusul
:’_;- £ membuat Nota Dinas kepada KARO/KAPUS
r

untuk Permohonan Pertimbangan Hukum/
Legal Opmmn,‘p\nzliéﬁukum
L

.
s g — KARD/KAPUS
KARO/KAPUS pengusul menyampaikas

:. kepada BIRO HUKUM

| HIROHUKOR - — menggunakan Nota Dinas

BIRO HUKUM membuat disposisi

ke Bagian Hukum

Membuat Pertimbangan Hukum
| /Legal Opinion/Analisa Hukum

sepanjang data dukung lengkap Hasil Kajian/Pertimbangan Hukum

diserahkan kepada KEPALA BIRD HUKUM

- Dalam hat data dukung tidak lengkap, untuk ditandatangani selanjutnya

Unit Pengusul wajib melengkapi. disampaikan kepada Bagian /Unit Pengusul
metalui KARO/KAPUS pengusul

il

et

Gambar 4.3 9 Infografis Permintaan Pertimbangan Hukum/Legal Opnion/Analisa Hukum
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Pelaksanaan kegiatan desain ini mengandung nilai-nilai dasar
PNS berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta
menguatkan budaya organisasi berupa RAPI. Penjelasannya

sebagai berikut:

Akuntabilitas

Desain infografis yang dibuat merupakan desain yang dapat
dipertanggungjawabkan karena bukan merupakan desain yang
plagiat. Desain infografis juga dibuat dengan hasil konsultasi dan
koordinasi dengan mentor dan rekan kerja yang lain.

Nasionallisme

Pelaksanaan kegiatan pembuatan desain ini menerapkan nilai tidak
memaksakan kehendak atau ide pribadi, mengutamakan
musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama dan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan
yang dicapai sebagai hasil musyawarah sesuai dengan nilai
pancasila yaitu sila keempat..

Etika Publik

Penulis menerapkan nilai-nilai etika yang baik denngan jujur dalam
melakukan pemaparan perkembangan desain infografis dan
konsultasi dengan mentor serta dengan rekan kerja yang lain.
Komitmen Mutu

Penulis melakukan inovasi dalam membuat desain infografis.

Anti Korupsi :

Disiplin waktu ketika mengadakan presentasi dan konsultasi, dan
jujur dalam berpendapat

Manajemen ASN :

Menyampaikan kepada Mentor bahwa kegiatan aktualisasi ini
merupakan bentuk dari peran ASN memberikan pelayanan publik

yang profesional dan berkualitas.
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Whole of Government :

Mengkonsultasikan kepada Mentor bahwa Rancangan Aktualisasi ini
memerlukan koordinasi dengan unit kerja lain dan implementasi dari
infografis ini bermanfaat bagi unit kerja yang lain.

Pelayanan Publik :

Menyampaikan kepada Mentor bahwa Rancangan Aktualisasi ini
sesuai dengan prinsip aksesibel yang merupakan salah satu prinsip
pelayanan publik yang prima.

Religius :

Meniatkan melaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Memulai,
melaksanakan, dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Ketika
hendak memulai pembicaraan juga diawali dengan salam dan penuh
hormat. Ketika selesai berkonsultasi mengucapkan terima kasih dan
salam.

Profesional :

Menggunakan kompetensi dan keterampilan berkomunikasi dengan
Mentor dan rekan kerja yang lain.

Integritas :

Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan
(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat

guna, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum.
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D. KEGIATAN 4 : IMPLEMENTASI
4.1. Penjadwalan Rapat
Infografis alur pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan
Pertimbangan Hukum akan dipublikasikan melalui laman
portal.dpr.go.id yang merupakan portal pegawai Setjen dan BK DPR
RI. Unggahan ke laman Portal dilakukan agar memudahkan pegawai
di lingkungan Setijen dan BK DPR RI untuk melakukan akses

infografis.
Portol Setjen DPR s Ertadoen (- tog Out

2 Struktur Organisasi

R e i SETJEN DPR SIAP BERUBAH el

| JEet—— ; Weligiurs, | Akuntahe!, Profesioual, Fniagritas

= Daftar Apliasi (17)
# 2hsensi {viewer)
£¢ disiphn (quest)

£h Badan Keahisn

£ Daftar Dokumen

B Peratizan Seigen

= eieaming (user) & R ; UzidaiiPer. Seigen
e ) Attach gambar {Jpg, max 2 M8 PR
£ keuangan [guast) & 7 B By
& koperas! {viewer) : :
& korpri{guest) Tats Haskah
- \ = PENGUMUMAN |
EEnpet (e 70 GERSAIA [ KAMI SAMPAIKAN DENGAN HORMAT, BARWA e
£ perenconaan (user) g SEHUBURGAN DENGAN ADAKYA KEGIATAR REVITALISAST 2% ulang Tahun
= i MUSEUM DPR RI TAHAP 1 YANG AKAN DIMULAT PADA TAKGGAL
1 parjadin {user) 28 OKTOBER 2035 S.0. 26 HOPEMBER 2016, MAKA UNTUK G2 Mo Mohammat Sator, 5 M.
i porta! {user) SEMERTARA WAKTU , MUSEUM AKA% KAMI TUTUP DAH
e PENERTMAAN KUKIUNGAK MUSEUM BAIK DELEGAST MAUPUN BTN 02 Hdavanion CE
B ppo (guest} FERSEORANGAR TIDAK KAMI LAYAN, TERIMAKASTH
pusdidat (usar} @3t Poed) Poervant, S H.,
sty o, TR Curabrer BUN5 & S50 HiH,
& semar (user)
frrory PERGUMUMAN - 0 4
&, sizp (guesty C3 Gao yo bim menyerahitan Siret Pemberitahuan, i, DL, Coti ol 2 e
sidikdiat {guast 4 Oktobsr 2019 segars menyerahian ke 8ag, Kepegawatan paling
E = ::E ) : 31/4072018, K dots skan ciizanster ks Bag. Keuengan pd BETETE oss. et Afiata Seyad
{ i T
1 {gua: h U.«-ld\ dpt diproses. Tenme Kasih {07} EESITIR osho Noviant, SE.
= Apilmsl?u‘bﬂ: T citio Adarg Famensyan, SP,
& Yankes
EETECEE oshic Syamsul Had
B} Pusit
@ Kiping TS oibo ANISARAHMASARI, S H.
& Korpri S Chnt Nw Wi

Gambar 4.4 1 Tampilan Portal Setjen DPR RI

Untuk melakukan unggahan di Portal, diperlukan koordinasi
dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) Setjen dan BK
DPR RI sebagai unit pengelola Portal. Selain itu, juga perlu
membahas sistem penampilan infografis di portal. Untuk melakukan
koordinasi, perlu dilakukan rapat yang dijadwalkan dan
diselenggarakan pada minggu kelima bulan Oktober tepatnya pada
tanggal 29 Oktober 2019.
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTC JAKARTA KODE POS 10270
TELP. {021) 5715 348 FAX. {021) 5715 4231 5715 925, VIEBSITE : wewdprgeid

Nomor ¢ SOTAHRO/10/2019 Jaikarta, 24 OQktober 2019
Sfet : Penting

Derajat : Segera

Lampiran e

Perinal : Ungangan

YTH.

1. Kepals Bidang BOTI (Bidang Data & Teknologl Informasl);
2. Pranata Komputer Muds;

3. Pranata Komputer Pelaksana;

4. Pengeivla Dokumen dan Informasi Hukum,

JAKARTA

Dengan hormat, disampaikan bahwa dalem rangka peningkatan layanan
baglan hokum melziyl pembuatan mfogrefis pembentukan St Keputwsan dan
Permintaan Pertimbangan Hukum of Lingkungan Sekretariat Jendersl dan Badan
Keahlian Dewan Perwakiian Rakyat Republk Indonesis, maks Kami mengundang
Saudara, unttk menghadiri rapat vang akan diselenggarakan pada 1

HaryTanggal  : Selasa, 29 Oktober 2019

Puigs : 09.00 WIB — Selesai

Tempat : Ruang BDT] (Bidang Data & Teknolog! Informisi)
Lantai 11, Ged. Nusantars [ DPR-RI

Acara : Koorginas reengenal upload infografis Pembentukan Surat
Keputusen dan Permintagn Pestimbangan Hulkam di Portal
Setion dan 8K DPR RI

Mengingat pentingnya acars tersebugd maka Kami harapken kehadiren Seudara pads
GCara Semipksud, stas perhatian an kerjasamanye Kams utapian terima jasih,

KEPALA BAGIAN HUMLM,

el

ARINLWLIAYANTI, SH, #4ri
NIP, 197105181998032010

Tembusan
- Fepaks 8o Hulam gan Pengaduen Masyaraiul;

Gambar 4.4 2 Undangan Rapat

4.2. Berkoordinasi dengan BDTI

Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) adalah unit yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan
pengembangan sistem teknologi informasi di lingkungan Setjen dan
BK DPR RI Salah satu sistem yang dikelola oleh BDTI adalah portal
pegawai.
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Dalam rapat koordinasi ini, penulis memaparkan beberapa ide
tampilan infografis di laman portal yang sudah dibuat. Fenulis juga
meminta saran dan masukan kepada BDTIl mengenai tampilan

infografis di laman portal.

Gambar 4.4 3 Koordinasi dengan BDTI

Terdapat beberapa ide mengenai tampilan infografis di portal.
Pertama, infografis dimunculkan pada sub menu Template SK yang
ada di menu dokumen. Sub menu Template SK berisi konsep
dokumen yang menjadi pola dasar SK dan pedomzn pembuatan SK.
Kedua berupa pop up ketika pegawai membuka laman utama portal.
Alternatif ketiga adalah muncul dengan pin up di menu

pengumuman. Berikut tampilan Portal sebelum Infografis diupload.
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Daftar Template S.K.

L=
page: 1%

o 1-12/12(12) 5w (20 B

Undang
SK Kv;A' Satuan ﬁua Dewan .Pzz;lm Fenerr;a
Has! Pekenaan
5K P-e_r-uhahan
sk Pﬁpm Delegas:
5K Pampinan Pertimbangan Ditta Besr
5K Prvoran Kurjungan Keda ndvidu
SK Pimpnan Penempatan Keanggotaan
SK Sefsetars Jenderalembentukan Ten
SK Sekretark Jenders! Panpgunaan Anﬁgarz‘m
Dalm Rangia Fungs! Legisias)

10 SK Sekretars Jenderal Penggunaan Anggaran

Dalim Rangke Funps Pengawasan

5K KP4 Satuan Ketta SETJEN Pambentukan
Paniti Pengadzan Barang/lasz

12 SK KPA Satuan Kena SETIEN Panga Penenna

Hast Pekerjaan

Gambar 4.4 4 Sub Menu Template SK

DOWHLOAD
DOWNLOAD
DOVNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWHLOAD
DOVNLOAD

DOWNLOAD
DOWNLOAD

DOWHLOAD
DOWNLOAD

DOVWHLOAD

DOWHLOAD

DOWHLOAD

DOWHNLOAD
DOWHLOAD

DOWNLOAD

DOWHRLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD
DOWNLOAD

DOWNLOAD
DOWNLOAD

OOWHLOAD

Dalam rapat koordinasi dengan BDTI dihadiri oleh Pranata

Komputer Muda dan Pranata Komputer Pelaksana.

DAFTAR HADIR RAPAT

HarTanggal  Selase / 29 Owowel 2049

Pukul .o - Sewsel
Tempat : Roang BOTH
Acara

. Rogok poordhtest veload INFOARES kL Poriad

Y AWon RBte :f'ae\da Toture, &m\« !{;" .
1 Beno Tra & ?%,.?elﬁf, i? (H !__:@'fﬁ;
Tl | G| ' 4
S 1 Moh. sasmIT g W Prakom . 4&

Gambar 4.4 5 Daftar Hadir
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Berdasarkan hasil koordinasi, disepakati untuk memunculkan

infografis pada sub menu Template SK

SEKRETARIAY JENDERAL DAN BADAN KFAHLIAN
DEWAN PERV AKIL AR RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

CATATAN HASIL RAPAT
KOORDINAS! UPLOAD INFOGRAFIS Ui PORTAL DPR RI

Han Setane, 26 Ohlober 2019

Waitu Puut 08 00 VA8 ~ selesai

Yeropat Ruang BOT! {B:dang Data & Teknologi informasi)
Lamz 1l, Gedung Nusantara | DPR Ri

Acara Koordnas: mangenai gpioad infogratis Perbentukan Surat Keputusan dan
Permantaan Prtimtangsn Hukim o Portal Seljen DPR RI

Poseria 1. Pengelols Dokumen can informas: Huluam

2. Pranma Kompuder Moda
3. Pranate Komputer Pelgsana
POKOK-POKOX PEMBAMASAN:
1. Infografs pembentukan Surat Keputusan den Permintadn Perumbangan Hukum diusulican
4 upiced pada Portal Seien DPR Ri dengan fitur Sub Menu baru ysiu St Meny “infograbs”
Z Bahwa pambuatan Sub Menu “infografis’ & Portal Seljen DPR R tidak memungiunian jika
hanya bens: Z konten dan sedidit mengganggu tamgpdan laman ulama Portal Setier DPR Ri
{Sub Menu semakin Danyak)
3. Penambahan Fiter infoprafis dlakukan di dalam Sub Menu yang sucsh tersedia o Ponal
Setien DPR Ri yaitu Sub Menu *Tempiate $K *
4 Rancangan nfografis dikitim ke BDTI untuk Ui coba apiosd d Portsl Setjen DPR RU
5 Acars ditutup patde puku! 1130 WiB

Jakata, 28 Okiober 2018

LEGAN FITRA RAHMAN, A MD.T
NIP. 16a503052018031001

Gambar 4.4 6 Catatan Hasil Rapat

4.3. Upload Infografis Ke Portal

Infografis alur pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan
Pertimbangan Hukum yang telah dibuat diajukan kepada Mentor untuk
mendapatkan evaluasi akhir dan persetujuan. Setelah Mentor memberikan
persetujuan, infografis dikirim ke BDTI untuk diunggah ke Portal. Kegiatan
ini dilakukan pada minggu kelima bulan Oktober tepatnya pada tanggal 30
Oktober 2019.
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Berikut adalah gambar infografis Pembentukan Surat
Keputusan dan Permintaan Pertimbangan  Hukum/Legal

Opinion/Analisa Hukum yang akan diupload ke Portal Setjen DPR Rl

INFOGRAFIS PERMINTAAN
‘_-':H“ = ——————= BAGIAN/BIDANG PENGUSUL

4 o Bagian/Unit Pengusul

S __J&.é.‘_ { membuat Nota Dinas kepada KARO/KAPUS

i L untuk Permobonan Pertimbangan Hukum,

1 13 Legal Opinion/Analigs Hukum
26
3 »
- —& KARD/KAPUS
KARO/KAPUS pengusul menyampalfkan
% kepada BIRO HUKUM
BIRDHUKIN @ —————— 7 gl menggunakan Nota Dinas

BIRO HUKUM membuar disposisi
ke Bagian Hukum

Membuat Pertimbangan Hukum
/Legal Opinion/Analisa Hukum
sepanjang datn dukung lengkap

Hasil Kajian/Pertimbangan Hukum |
diserahkan kepada KEPALA BIRO HUKUM |
- Dalam hal data dukung tidak lengkap, untuk ditandatangani selanjutnya §
Unit Pengusul wafib melengkapi disampalkan kepada Bagian/Unit Pengusul
melaiui KARD/KAPUS pengusul. !

Gambar 4.4 7 Infografis yang akan diupload di Portal

Proses upload infografis Pembentukan Surat Keputusan dan
Permintaan Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum ke
Portal Setien DPR R, penulis meminta bantuan kepada unit BDTI
dengan membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada kepala Bagian
BDTI

&‘% SEKRETVARIAT JENDERAL DAN BADAN HEAHLIAN
- DEWAN LAN YAT RDONESIA

Gambar 4.4 8 Nota Dinas
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Gambar 4.4 9 Proses upload infografis ke Portal Setjen DPR RI

Setelah proses penguploadan Infografis ke Portal Setjen DPR
Rl selesai, Penulis mengecek tampilan portal sesudah kegiatan
upload infografis. Berikut tampilan portal tersebut
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bbiaar v

Tata Naskah

i
S.K.
Intugralis Pembentukan SK Intogralis Permantzan Pertimlsamgan Hukum l

page: L8] W 141271208 w w20 [8]

1 SK Devan Persetujuan Rancangan Undang- DOVHLOAD DOWNLOAD
Undang

2 SKKPA Satuan Keda Dewan Panka Penerma DOWNLOAD DOWNLOAD
Hasl Pakeraan

3 5K Pewbatan DOVAILOAD DOWNLOAD

4 SKPmpihan Delegas DOWNLOAD DOWNLOAD

5 SKPimpinan Partrmbangan Duta Besat DOVINLOAD BOWNLOAD

Gambar 4.4 10 Tampilan Portal Setjen DPR Rl sesudah proses upload
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Pelaksanaan kegiatan implementasi ini mengandung nilai-nilai
dasar PNS berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI,
serta menguatkan budaya organisasi berupa RAPI. Penjelasannya

sebagai berikut:

Akuntabilitas

Dalam kegiatan implementasi, Penulis menerapkan prinsip kejelasan
informasi dan tanggung jawab. Infografis yang dibuat harus jelas
agar informasi yang disampaikan melalui infografis ini mudah
dimengerti.

Nasionalisme

Pelaksanaan kegiatan implementasi ini menerapkan nilai
mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama dan menghormati dalam koordinasi dengan
BDTI.

Etika Publik

Penulis menerapkan nilai-nilai etika yang baik dengan melakukan
kegiatan secara sopan santun dan disiplin waktu dalam melakukan
koordinasi dengan BDTI dan mentor.

Komitmen Mutu

Penulis dalam melakukan sosialisasi infografis alur pembentukan SK
dan permohonan pertimbangan hukum dengan cara yang efektif dan
efisien yang bias diakses seluruh pegawai yaitu melalui portal.

Anti Korupsi :

Disiplin waktu ketika mengadakan kooedinasi dengan BDTI
Manajemen ASN :

Menyampaikan kepada rekan di BDTI bahwa kegiatan aktualisasi ini
merupakan bentuk dari peran ASN memberikan pelayanan publik
yang profesional dan berkualitas.

Whole of Government:

Melakukan koordinasi dengan unit lain, dalam hal ini BDTI, untuk
melakukan sosialisasi infografis. Implementasi dari infografis ini

bermanfaat bagi unit kerja yang lain.
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Pelayanan Publik :

Rancangan Aktualisasi ini sesuai dengan prinsip aksesibel yang
merupakan salah satu prinsip pelayanan publik yang prima.
Religius :

Meniatkan melaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Memulai,
melaksanakan, dan mengakhiri kegiatan dengan kerdoa. Ketika
hendak memulai pembicaraan juga diawali dengan sa'am dan penuh
hormat. Ketika selesai berkonsultasi mengucapkan te-ima kasih dan
salam.

Profesional :

Menggunakan kompetensi dan keterampilan berkomunikasi dengan
Mentor dan rekan kerja yang lain.

Integritas :

Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan
(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat

guna, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum.

E. KEGIATAN 5 : EVALUASI UJI PUBLIK

5.1. Testimoni

Pembuatan infografis dilakukan dengan tujuan meningkatkan
pemahaman pegawai di lingkungan Setjen dan BX tentang alur
pembentukan SK dan permohonan pertimbangan Fukum. Setelah
dilakukan unggahan di laman Portal, perlu mengetahui manfaat dari
infografis yang telah dibuat. Untuk hal itu, Penulis telah meminta
testimoni dari Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Kepala

Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi.
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Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Keanggotaan dan
Kesekretariatan Fraksi merupakan dua bagian yang saring membuat
SK dan meminta pertimbangan hukum. Bacian Administrasi
Keuangan terkeit dengan penggunaan anggaran di lingkungan
Setjen dan bk, sedangkan Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan
Fraksi terkait dengan keanggotaan DPR RI.

Testimoni bersama Kepala bagian Adminsitrasi Keuangan
Sekretariat Jend=ral dan Badan Keahlian DPR RI :

Gambar 4.5 1 Testimoni bersama Kepala Bagian Administrasi Keuangan

Testimoni bersama Kepala Bagian dan Kesekretanatan Fraksi terkait

dengan keanggotaan DPR RI:

o

|
%
P

Gambar 4.5 2 Testimoni bersama Kepala Bagian Kesekretariatan Fraksi
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Dari hasil testimoni yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan

bahwan pembuatan infografis tentang Pembentukan Surat Keputusan dan

Permintaan Pertimbangan Hukum sangat membantu kinerja dan

memudahkan pegawai yang ada dilingkungan sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Testimoni dari Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Bagian

Kesekretariatan Fraksi sama-sama sangat mendukung adanya infografis

mengenai Pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan

Hukum.

5.2. Mengevaluasi masukan

Dalam melaksanakan kegiatan aktuaisasi ini penulis
mendapatkan masukan dan saran dari Stakeholder yang
bersangkutan untuk meningkatkan layanan layanan informasi dan
produk-produk hukum yang ada di bagian hukum untuk kedepannya.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi uji publik ini mengandung nilai-
nilai dasar PNS berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS dalam
NKRI, serta menguatkan budaya organisasi berupa RAPL

Penjelasannya sebagai berikut:

Akuntabilitas

melakukan testimoni guna mempertanggungjawabkan apakah unit
pengusul sudah paham setelah melihat infografis yang dibuat.
Nasionalisme

Kegiatan evaluasi dan uji publik dilakukan dengan mengembangkan
sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, menghargai pendapat
orang lain, terbuka menerima saran kritik dari orang lain, dan
menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan

dan kesejahteraan bersama.

60



Etika Publik

Penulis menerapkan nilai-nilai etika sopan santun dengan meminta
izin terlebih dahulu kepada stakeholder bersangkutan.

Komitmen Mutu

Penulis dalam meminta testimoni infografis alur pembentukan SK
dan permohonan pertimbangan hukum dengan cara yang efektif dan
efisien dengan menggunakan video.

Anti Korupsi :

Disiplin waktu dan berani untuk meminta pendapat orang lain.
Manajemen ASN :

Menyampaikan kepada rekan di unit kerja yang lain bahwa kegiatan
aktualisasi ini merupakan bentuk dari peran ASN memberikan
pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Whole of Government:

Meminta masukan dari pegawai unit lain terkait kemanfaatan
infografis. Saran dan kritik dari unit kerja lain sebagai pihak yang
memanfaatkan infografis ini menjadi masukan untuk memperbaiki
kinerja Penulis lagi.

Pelayanan Publik :

Rancangan Aktualisasi ini sesuai dengan prinsip aksesibel yang
merupakan salah satu prinsip pelayanan publik yang prima.
Religius :

Meniatkan melaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Memulai,
melaksanakan, dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Ketika
hendak memulai pembicaraan juga diawali dengan salam dan penuh
hormat. Ketika selesai berkonsultasi mengucapkan terima kasih dan
salam.

Profesional :

Menggunakan kompetensi dan keterampilan berkomunikasi dengan
Mentor dan rekan kerja yang lain.

Integritas :

Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan
(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat

guna, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum.
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F. STAKEHOLDER

No. STAKEHOLDER KETERANGAN
Persetujuan adanya
_ infografis alur
1 Kepala Bagian Hukum
Pembentukan Surat
Keputusan
INTERN | KasubBag
_ Pemberi masukan dan
2 Pertimbangan Advokasi
saran
Hukum
Pemberi masukan dan
3 Analis hukum
saran
_ Mendukung
BDTI (Bidang Data ,
4 ] : tersampaikannya
Teknik Informatika) ) .
infografis ke portal
Unit yang ada di
Eksternal | .
5 lingkungan Setjen & BK | Penerima Manfaat
DPRRI
BIRO Hukum dan )
6 Pengambil Kebijakan

DUMAS

Tabel 4.6 1 Stakeholder

G. RENCANA JADWAL KEGIATAN

Pengajuan Rancangan

= Aktualisasi

2 | Pengumpulan Data
3 | Desain

4 | Implementasi

5 | Evaluasi Uji Publik
6 | Laporan

Tabel 4.7 1 Tabel Rencana Jadwal Kegiatan
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BAB V

PENUTUP
1. KESIMPULAN

Kegiatan pertama aktualisasi berupa Pengajuan Rancangan
Aktualisasi dengan mentor, Kepala Bagian Hukum, dan pegawai-
pegawai di bagian hukum yang dilaksanakan di minggu pertama
pada bulan Oktober. Kemudian kegiatan kedua aktualisasi berupa
pengumpulan materi dan referensi pembuatan alur Pembentukan
Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum yang
dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Oktober,
selanjutnya kegiatan ketiga aktualisasi penulis memulai mendesain
serta mengkonsultasikan desain ke mentor, Kepala Bagaian Hukum,
dan pegawai pegawai yang ada di Bagian Hukum yang dilaksanakan
pada minggu ke emapat . Berikutnya kegiatan keempat aktualisasi
ialah implementasi berupa berkoordinasi dengan BDTI untuk
mengunggah hasil infografis ke dalam Portal Setjen dan BK DPR RI
yang dilaksanakan pada minggu ke lima di bulan Oktober. Setelah
keempat kegiatan tersebut selesai dilaksanakan maka penulis
melakukan kegiatan testimoni kepada beberapa pegawai eselon I
untuk meminta pendapat tentang Peningkatan Layanan informasi
Bagian Hukum dengan menggunakan Infografis.

Dari Aktualisasi yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan
bahwan pembuatan infografis tentang Pembentukan Surat
Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum sangat membantu
kinerja dan memudahkan pegawai yang ada dilingkungan sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

Dan dari hasil Testimoni yang didapat sangat mendukung
adanya infografis mengenai Pembentukan Surat Keputusan dan

Permintaan Pertimbangan Hukum.

Lima kegiatan yang dilaksanakan dalam enam minggu

habituasi mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS berupa
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Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti
korupsi, kemudian kedudukan dan peran PNS dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia yaing terdiri dari manajemen ASN,
whole of government, dan pelayanan publik, serta menguatkan
budaya organisasi berupa Religius, Akuntabel, Profesional, dan

Integritas atau yang biasa disingkat RAPI.

. SARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Aktualisasi ini penulis
memberikan saran agar supaya pelaksanaan kegiatan aktualisasi
dapat memanjemen waktu dengan baik. Dan Pelaksanaan ketika

kegiatan rapat agar diadakan jamuan.

Terlaksananya tahapan kegiatan dalam aktualisasi ini, selesai
kurang lebih 1 bulan tidak lepas dari dukungan maksimal
penyelenggara, dalam hal ini adalah PUSDIKLAT Setjen DPR RI.
coach Penulis yang berasal dari PUSDIKLAT Setien DPR Rl
memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan di
sela-sela aktivitas beliau yang padat. Selain itu, Mentor, Kepala
Bagian Hukum, dan pegawai-pegawai di unit bagian Hukum secara

total mendukung penuh aktualisasi Penulis.
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LAMPIRAN




KEGIATAN 1

PENGAJUAN RANCANGAN AKTUALISASI




1.PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALISASI
(2 Oktober 2019)



PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALISASI
(20ktober 2019)

-




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALISASI

Hari : Rabu, 2 Oktober 2019

Wakiu © Pukul 09.00 WIB — selesai

Tempat - Ruang Rapat Bagian Hukum Lantai ll, Ged. Sekretariat Jenderal DPR Rl
Acara . Pemaparan Rancangan Aktualisas

Peserta Kabag Hukum

!
2. Kasubbag Pertimbangan dan Advokasi Hukum
3. Kasubbag Perumusan Produk Hukum
4. Kasubbag JDIH

5. Staf Bagian Hukum

POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

1.

Laporan aktualisasi tahap kegiatan diharapkan memasukan semua nilai ANEKA
(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan RAPI
(Religius, Akuntabilitas, Profesional, dan, Integritas).

Dalam Penyusunan laporan aktualisasi kata “Keputusan’ di ganti menjadi “Surat Keputusan®
agar mudah dipahami.

Dalam Penyusunan laporan aktualisasi kata “Permohonan Pertimbangan Hukum” diganti
menjadi ‘Permintaan Pertimbangan Hukum/Lega/ Opinion/Analisa Hukum'.

Tahap kegiatan pengumpulan kegiatan dilakukan dengan survei melalui E-Questionnaire di
google form dengan target 100 responden.

Infografis akan diunggah pada Portal Setjen DPR RI dengan dibuatkan fitur Sub Menu baru
yaitu Sub Menu “Infografis”.

Acara ditutup pada pukul 11.30 WIB.

Jakarta, 2 Oktober 2019
Kepala Bagian Hukum
ARINI WIFJAYANTI.S.H.M.H
NIP. 197105181998032010




2. DISKUSI DENGAN MENTOR & PERSETUJUAN MENTOR
(8 Oktober 2019)



DISKUSI DAN PERSETUJUAN MENTOR (8 Oktober 2019)




FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP LAPORAN AKTUALISASI

1. Nama FPeserta . Alfian Fitra Rahman

2. Unit Kerja : Bagian Hukum

3. Gagasan Pemecahan Isu : Peningkatan Layanan Informasi Bagian Hukum
Melalui Infografis Pembentukan Surat Keputusan

Dan Permintaan Pertimbangan Hukum

Catatan terhadap Gagasan Pemecahan lsu

Lalwlan  Yepan  kegamn  denan  nearaplan

..................................................................................................... dst

Rekomendasi
Dkl Wlalsanccrw koorfrias  dasan  unit X ke
"""" G oot ol Eomunlean- | demda e s
dst

MENTOR:~,
S ap
L
i




KEGIATAN 2

PENGUMPULAN DATA



1.SURVEI
(9-10 Oktober 2019)



Kepada
Dari
Hal

NOTA DINAS
[HK [10/2019

Para Kepala Biro/Kepala Pusat di Setjen & BK DPR RI
Kepala Biro Hukum Dan Pengaduan Masyarakat
Penyampaian Kuesioner

Sehubungan dengan upaya peningkatan pelayanan informasi di
Bagian Hukum, bersama ini kami sampaikan Kuesioner dari Biro
Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk mengetahui tingkat
pengetahuan unit-unit yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR Rl tentang prosedur pembentukan Keputusan

dan Permohonan Pertimbangan Hukum.
Oleh karena itu, kami mohon kerjasama Saudara agar dapat
menugaskan Pejabat/Pegawai di lingkungan Saudara untuk mengisi

kuesioner dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan

- kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Oktober 2019
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan
Masyarakat

Juliasih, S.H.. M.H.
NIP. 196107251988032001




KUESIONER

Kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan unit pengusul tentang prosedur pembentukan
Keputusan dan Permohonan Pertimbangan Hukum. Mohon diisi dengan jujur dan sebenar-benarnya.

UNIT :

o Pilihlah salah satu jawaban yang ada pada setiap pertanyaan dengan memberi tanda centang

pada kolom jawaban yang tersedia.

1. Apakah saudara mengetahui prosedur pembentukan Surat Keputusan dari pengajuan
pertimbangan hukum hingga pendarndat anan Surat Keputusan?

YA[j TIDAKD RAGU-RAGU[:]

2. Apakah saudara pernah membaca Peraturan Sekretaris Jenderal No. 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI?

YAD TIDAKD RAGU-RAGUD

3. Apakah saudara pernah membaca SOP pembentukan surat keputusan?

YAD TIDAKD RAGU-RAGUD

4, Apakah saudara mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan Hukum ?

YA C] TIDAK D RAGU-RAGU [:]

5. Apakah saudara pernah membaca SOP permohonan Pertimbangan Hukum ?

YAD TIDAKD RAGU-RAGUD

=TERIMAKASIH =

*) Mohon dikembalikan ke Biro Hukum dan Pengaduan Mayarakat



KUESIONER

Kuesioner dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pengetahuan
unit-unit yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl tentang prosedur
pembentukan Keputusan dan Permohonan Pertimbangan Hukum. Mohon diisi dengan jujur dan sebenar-
benarnya.

NAMA : UNIT :

o Pilinlah salah satu jawaban yang ada pada setiap pertanyaan dengan memberi tanda centang
pada kolom jawaban yang tersedia.

1. Apakah saudara mengetahui prosedur pembentukan Keputusan dari pengajuan Pertimbangan
Hukum hingga penandatanganan Surat Keputusan?

YA D TIDAK D RAGU-RAGU [:]

2. Apakah saudara pernah membaca Peraturan Sekretaris Jenderal No. 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI?

val) Tioak ] rAGU-RAGU [

3. Apakah saudara pernah membaca SOP pembentukan Surat Keputusan?

YAD TIDAK D RAGU-RAGU C]

4. Apakah saudara mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan Hukum ?

YAC] TIDAK D RAGU-RAGU D

5. Apakah saudara pernah membaca SOP permohonan Pertimbangan Hukum ?

va(] ok (] racU-RAGU )

6. Apakah saudara membutuhkan informasi mengenai prosedur Pembentukan Keputusan &
Pertimbangan Hukum dalam bentuk visual yang menarik ?

YA C] TIDAK D RAGU-RAGU [:]

7. Saran:

=TERIMAKASIH =

*) Mohon dikembalikan ke Biro Hukum dan Pengaduan Mayarakat



TAMPILAN E-QUESTIONNAREE MENGGUNAKAN GOOGLE FORM

KUESIONER BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG
TINGKAT PENGETAHUAN PROSEDUR
PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN (SK)
DAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN
HUKUM/LEGAL OPINION/ANALISA
HUKUM

PETUSLAN PENGGIAN
AP »
CATA Dol
HAMA
HUESONER
L ASaker douctarn et BHOSQEI POAIDOSUADA fusat Kagstimen (5K Zur
gl o Sorat

Airakar, e pean rsrsca Peratiiens Setpcars noncl D99 2 lie. 30
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dan Hacien Koshiian 0P 8 1

On
O 1

O vangm
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HASIL KUESIONER

PERTANYAAN
NO AMA UNIT 7. Saran
" : 1 - 3 4 5 6
Diberikan sosialisasi lebih banyak terkait SOP yang ada di
1 |Rina Sartika Pamela Sekretariat Komisi VI DPR RI Ya Ya Ya Ya Ya Ya [sekjen dan bk DPR RI. Ditambahkan dengan audio visual
lebih menarik sehingga mudan diserap dan diingat.
2 [Murni Bagset. BAKN Ya Ya Ya Mungkin | Mungkin Ya |Ting dibuat infografisnya dan d sosialisasikan
3 |Fagih PKAKN Tidak | Mungkin | Tidak Tidak Tidak Ya
4 |Mardi Harjo Sekretariat BAKN Ya Ya Ya Ya Ya Ya |Direalisasikan
5 |Muhammad Sasmito BDTI Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak | Mungkin
6 |Arief Adhityanto Prakoso [F4°2t Pendidikan dan Ya |Mungkin| Tidak | Tidak | Tidak | Ya
7 |Rahmad TUTA Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
PUSAT PERANCANGAN ' : . : .
8 |SUMITRA ABDI NEGARA UNDANG UNDANG Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
E : Pusat Kajian Akuntabilitas ; - : : .
9 |Winner Nainggolan Keuangan Negara Tidak | Mungkin | Tidak Tidak |Mungkin| Ya
10 [James Hezaro PKAKN Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya _ |Saya kurang mengetahui informasi tersebut
11 |Gerry BDTI Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
12 |Daniel Tri Widyatmoko BDTI Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Kuisioner yg diadakan ini cukup bagus, diharapkan dapat
13 [Tomy Susanto Bagian Layanan Pengadaan Ya Mungkin | Mungkin| Tidak Tidak Ya |membantu Biro Hukum dalam tahap awal memberikan
informasi dan sosialisasi produk hukum ke depannya.
14 |Hariyanto Puspsnlak uu Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
15 |Atika Pusat PUU Mungkin| Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
e : . . ; = Jika memungkinkan apakah dapat diadakan sosialisasi.?
16 [lra Pusdiklat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Agar kami yg fungsional dapat mengetahui alurnya. .
17 |Debora Cahyaningati Str.:zztnI;erancangan e S Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya |Dibuat sebuah SOP dan alur kerja pembentukan SK
18 |Achmad ridho Banggar Ya Ya Ya Ya Tidak Ya |Ok
19 |Semiyati Komisi XI Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya
Jika memungkinkan untuk dapat di buat gambar infografisnya
20 [ASEP SUPRIADI KEPEGAWAIAN Ya Ya Ya Ya Ya Ya terkait SOP agar lebih mudah dipahanmi
21 [Denny Biro Renkeu Tidak | Mungkin | Tidak Tidak Tidak Ya
22 |Muhammad Daivangga Radhip|Pusat Penelitian Ya Tidak | Mungkin [ Mungkin | Tidak Ya |Sosialisasi harap dilakukan secara merata
23 |Reza Azhari Puspanlak UU Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Ya
24 |Dahliya Bahnan Set. Komisi Il Ya Ya Ya Ya Ya Vo, | oot REIRIEE slpeys lpatwatidan Engsing
25 |Hilda Kurnia Ningsih Sekretariat Badan Legislasi Ya Tidak Tidak Tidak Tidak | Mungkin
: Z : : ; : Agar ada sosialisasi/surat edaran mengenai SOP ttg
26 |Yeti Ifana Pusat Penelitian Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya pmbentukan SK/pembentukan produk hukum lainnya.
27 |Antonius Deryal G. Bagian TU Ittama Ya Mungkin | Mungkin | Mungkin | Mungkin Ya
Bagian Hukum harus memberikan penjelasan kepada
h masyarakat (setjen dan bk dpr ri) mengenai perbedaan
28 [Noval Ali Et;zztnPerancangan e Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya |pekerjaan dengan analis hukum di Pusat Pemantauan
g Pelaksanaan UU sehingga masyarakat memahami dan dapat
memaksimalkan peran bagian hukum
: 3 . . Selama ini mengikuti kebiasaan. Perlu tau, bgmna sopnya,
29 |Tantowi Bagset wk DPR Rl/Korkesra Ya Mungkin | Mungkin Ya Tidak Ya aturan bakunya. Perlu sosialisasi terbatas
30 |Ulfa Nurfajar Inspektorat Utama Ya Mungkin | Tidak Tidak Tidak Ya
31 [Heny Bidang Evaluasi Diklat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya _|Berikan pop up di portal bhw ada peraturan sekjen terbaru




32 |Kusdinar Bagiati Oilala Ya Ya Ya | MungKin|MungeIn|  Te |gokan dan BK DPRRI <4
33 |Dewi Barliana Soetisna Inspektorat | Mungkin Ya Mungkin | Mungkin | Mungkin| Ya _|Mohon untuk diadakan sosialisasi
Saya kira semua unit perlu mengetahui SOP dan prosedur
34 |Suciati Media Cetak dan Media Sosial |Mungkin| Tidak Tidak Ya Tidak Ya |pembentukan SK dan pertimbangan hukum dalam bentuk
visual
35 |Nina Set. BURT Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya |
Agar Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat lebih byk
36 |Fabrina Mustika Ekawati Inspektorat | Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya |sosialisasi tg produk2 hukum ya kepada seluruh pegawai
Setjen dan BK DPR RI
37 |Harry budhi hartanto BMN Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya |sosialisasikan lah....
38 |Haryanti Bagian KSI Ya Ya Ya Ya Ya Ya )
39 |DEDY BAGUS PRAKASA BAGIAN PERENCANAAN Mungkin Ya Mungkin | Mungkin | Mungkin| _Ya _|perlu dilakukan sosialisasi
40 |Titie Ksb Ya Mungkin | Mungkin| Tidak Tidak Ya
41 |Ahmad rojali Set Komisi IX DPR Tidak | Mungkin Ya Tidak Tidak Ya |Perlu diadakan sosialisasi kembali
Tidak semua orang paham dan mau membuka ketentuan
atau peraturan, ada baiknya Bagiah Hukum dapat
i . : menampilkan informasi mengenai prosedur Pembentukan
42 |siti hasnahwati Kepegawaian Ya Ya Ya Ya Ya Ya Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan Hukum/Legal
Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang menarik,
agar mudah dipahami semua kalangan
43 |Puji lestari Bagian perauratan dan va | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya
penyimpanan
44 |Slamet Riyadi Set Watua DPR RI/ Korekku Ya Mungkin | Mungkin | _Tidak Tidak Ya
45 |Rosdiana Bag. Set. Badan Legislasi Ya Tidak Tidak | Mungkin | Tidak Ya
46 |Reny Amir Pengaduan Masyarakat Ya Ya Ya Ya Mungkin Ya |Perbanyak sosialisasi
Agar dibuatkan infografis tentang informasi akan Prosedur
47 |Aji Nurhadi Wibowo Bagset. BAKN Ya Ya Mungkin| Tidak Tidak Ya |pembentukan SK dan pertimbangan hukum/legal
opinion/analisa hukum
48 |Alisa TU ITTAMA Tidak Tidak | Mungkin| Tidak Tidak Ya
49 |Effie Set Komisi II Ya |Mungkin| Ya va | Tidak | va ;\g;’b‘;‘[’fn‘i’fa‘:fg'('sas'ka” dim:benacREL mafgonal
50 [Nyunyun Pamdal Tidak | Tidak Tidak Tidak Tidak Lebih sering sosialisasi
51 |Reza Prischa Nanda Bagian Tata Usaha Tidak Tidak |Mungkin| Tidak Tidak | Tidak Mend_igitalisasikan_semua SOP maupun SK dan membuat
Inspektorat Utama tampilan yg menarik.
52 |Dyah Renowati Bagian TU BKD Tidak | Mungkin | Tidak Tidak Tidak Ya |Perlu di sosialisasikan
53 |Husnul latifah Pusat Kajian Anggaran Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya Ea“r’:'iei:‘{:]ﬁi;b;’:;ﬁgi’fy‘i"g‘;‘1’;':;;?1';9‘;’2“”;';‘;’:“?‘3”ga‘
54 |Ratna Puspita Sari gg?;gg;‘f‘“as' dgn Tidak | Tidak | Tidek | Tidak | Tidak | Ya |Sangat perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut
Perlu adanya sosialisasi, terkait semua permasalahan diatas,
agar semua bisa melaksanakan atau mengetahui prosedur
55 |R. Eva Rahayu Damayanti Bagian Dumas Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya |pembuatan Surat Keputusan (SK), Pertimbangan
Hukum/Lelah Opinion/analisa hukum dalam bentuk visual
yang menarik.
Perlu adanya sosialisasi mengenai SOP mengenai prosedur
56 |Kusrini Bag. Pengaduan masyarakay | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya Efn”g”g:';:::‘r‘l dsa'fa‘:“;gr?;ﬁ'ih‘::{‘g:gi&g::‘&%?:g‘E"nir;“k“”‘
terkait.
57 |Aqil Risalah Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
Pusat Perancangan Undang-
58 |Raden Priharta Budiprasetya E|Undang Badan Keahlian DPR | Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya
RI




by

Fatna sari

ra

pelgipman dievaluasl Kekurangan yang aaa
60 |Helen,S.Sos,M.Si Set KSB BKSAP Mungkin Ya Ya Mungkin Ya Ya
Sekretariat TU Wakil Ketua o s i i .
61 |Susantomo Koordinator Bidang Ya | Tidak | Tidek | Yva | Tidak | Ya E:r’;‘tng\'a:ia:;ggr;“;ﬂf ]
Kesejahteraan Rakyat 9 gsung P
62 |Koko Surya Dharma Bagian Ortala Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya |agar dibuat standar pelayanan
Pusat Pemantauan
63 |Ester Yolanda Pelaksanaan Undang-Undang Ya Ya Ya Ya Ya Ya |Selalu semangat
n TVR PARLEMEN / BIRO . ; i : :
B4 |Mustagiim PEMBERITAAN PARLEMEN Tidak | Tidak Tidak | Tidak Tndék Ya
65 |Rastri Paramita Pusat Kajian anggaran Tidsk | Mungkin| Tidak | Tidak | Tidak | Ya [Perunyabisnis proses setap irg bieserta hubungannys dgn
66 |Rosalina Pusat Kajian Anggaran Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya
67 |Yulius Arie Prayoga Gedung dan Instalasi Tidak Ya Tidak Tidak |Mungkin| Ya FemnuneD ‘.’""graﬁ? untuk menyampaikan produk hukum,
agar dapat dipahami.
68 |Marihot N Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak | Mungkin
69 [Wisnu Pebrianto Bagian Pengamanan Dalam Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak |Mungkin
70 |Kristanto Budi Prasetyo Staf Biro Pimpinan Tidak Tidak | Mungkin| Tidak Tidak Ya
71 |Timbang Supriyanto Bagian tata usaha inspektorat Ya va Ya Ya Ya va Masih byk yg _ﬁqak r}“lenget_ahul terkait prosedur dan langkah2
utama nya perlu sosialisasi lebih intens
72 |Afniwaty Tanjung TU Inspektorat Utama Ya Mungkin Ya Tidak Tidak Ya [Pelayanan pembuatan SK untuk ditingkatkan
73 |llham maulana Pamdal Ya Ya Ya Tidak | Mungkin Ya
2 : : ! £ Perlu sosialisasi terkait dengan posedur pembentukan SK
i i San Eress L " v RS Tidak il b dan permohonan pertimbangan hukumSekjen DPR R,
75 |Istijam Biagian pengaduan Tidak | Tidak | Tidak | Tidek | Tidak | Ya |Perlusosialisasi
masyarakat
76 |Astri Ashriya TU TA & SAA Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
77 |Nita Setya Efriyani Bagian Risalah Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya
78 |Arie Baskara M. ULP Ya Mungkin | Mungkin | Mungkin | Mungkin Ya |Semoga kita semua kedepannya bs lebih baik lagi
79 |Ervita Luluk Zahara Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak | Mungkin | Mungkin| Ya
80 |Nella Fanesanidya BKSAP Mungkin Ya Tidak Ya Mungkin Ya
81 |Anggoro Agung Bagian Perencanaan Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya
82 |Titi Asmara Dewi e Bt Ya Ya | Tidak |Mungkin| Tidak |Mungkin
Untuk informasi terkait dengan prosedur pembentukan surat
Dan pertimbangan hukum/legal opinion /analisa hukum
memang sangat minim , artikel artikel terkait prosedur
tersebut juga masih susah dicari di alat pencapaian ataupun
website resmi dpr jadi untuk menyampaikannya dengan
visual menarik merupakan ide yang sangat baik dengan
’ ] : ; . memanfaatkan sebagai media social seperti Facebook,
W
R4 [Wanda RS Mungkin| Mungkin | Mungkin | Mungkin | Mungkin|  Ya Instagram Dan YouTube pastinya informasi tersebut akan
menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara ekstensif
Dengan begitu pihak DPR RI dapat melaksanakan tugas
sebagai parlemen modern yang akutabel serta informatif.
Juga disarankan untuk melakukan seminar untuk akademisi
da mahasiswa agar informasi tentang SOP dapat interpretasi
dan dijalankan dengan seksama.
84 [Willy Inspektorat | Mungkin| Mungkin | Mungkin | Mungkin | Mungkin| _Ya _|Dibuatkan infografis sehingga mudah dimengerti
85 |MUHAMMAD RIZQI YUSUF _ |YANKES Mungkin| Mungkin | Mungkin | Mungkin | Mungkin Ya |Sosialisasi




: — . . ) ) ) ) )
0G [Yudi Chandri Ectiowan Luar Negeri Anggota Mungkin| Tidak Tidak Tidak Ya Ya [dibutuhkan sosialisas! prosedur pempuatan Sk
87 |Masyithah Pusat Penelitian Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | va [SoS@sest SOP tig SK.den partimtiangan hukum peri tans
88 |Rizdha Gedung dan Instalasi Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
89 |lrma yulistiani Perencanaan Mungkin| Tidak Tidak | Mungkin [ Tidak |Mungkin|{Untuk penyuluhan lebih ditingkatkan lagi
90 |Yusrina Sekretariat Panitia Khusus Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
o " Pusat Pemantauan - ; : ; ' Informasi pembentukan SK, legal opinion dan analisa hukum
S|Py o Pelaksanaan UU i s Teak Fiak ek ¥a sebaiknya dalam infografis dan ditayangkan pada portal.
Sekretariat Mahkamah : . ! )
92 |Moh Prayogo Utoml eatsrmatar DRt Mungkuj Mungkin Ya Tidak Tidak Ya
93 |Ade Nurul Aida Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak | Mungkin
94 |Rhesa Ardiansyah Pelaksanaan Diklat Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya [Luar biasa cepat dalam prosesnya. Pertahankan!!
95 |Esther E‘;sztnzerancanga" Undang- | tigak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya
96 |Damia Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
97 |Deasy Dwi Ramiayu Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
98 |Dhea Yapta Fibriani < oo Mungkin| Mungkin | Mungkin| Tidak | Tidak | Ya
99 [Mutiara Shinta A Pusat Kajian Anggaran Tidak | Mungkin | Tidak Tidak Tidak | Mungkin|Ok
100 |Nurlatipah Nasir Pusdiklat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya




LAPORAN HASIL SURVEI TENTANG TINGKAT PENGETAHUAN
PROSEDUR PEMBENTUKAN SK & PERMINTAAN PERTIMBANGAN
HUKUM/LEGAL OPINION/ANALISA HUKUM

.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan prosedur pembentukan SK dan
permintaan pertimbangan hukum/Legal Opinion/analisa hukum, dilakukan
pengumpulan data survei dengan menggunakan E-Questionnaree. Dari hasil
pengumpulan data tersebut terdapat 100 (seratus) responden pejabat/pegawai
Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian DPR RI yang mengisi kuesioner dari
1360 pegawai. Hasil survei yang dilakukan oleh Penulis dapat dilihat dalam

chart sebagai berikut:

Berdasarkan grafik hasil kuesioner diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PERTANYAAN: “Apakah saudara mengetahui prosedur pembentukan
Surat Keputusan (SK) dari pengajuan Pertimbangan Hukum (Koreksi)
hingga tahap penandatanganan Surat Keputusan?”



Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 41 (empat
puluh satu) responden yang mengetahui prosedur pembentukan SK dan 46
(empat puluh enam) responden yang tidak mengetahui prosedur
pembentukan SK, serta 13 (tigabelas) responden menjawab “mungkin’,
seperti tabel dibawah ini.

Jadi sebanyak 46% responden menyatakan tidak mengetahui prosedur
pembentukan Surat Keputusan (SK) dari pengajuan Pertimbangan Hukum

(Koreksi) hingga tahap penandatanganan Surat Keputusan.

. PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI?

Dari 100 (seratus) (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 31
(tiga puluh satu) responden yang pernah membaca Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 20 Tahun 2017 dan 47 (empat puluh
tujuh) responden yang pernah membaca Persekjen Nomor 20 Tahun 2017,
serta 22 (dua puluh dua) responden menjawab “mungkin”, seperti tabel

dibawah ini.

Jadi sebanyak 31% responden tidak pernah membaca Persekjen Nomor 20
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hasil survei ini sesuai dengan

permasalahan yang Penulis uraikan pada awal penyusunan konsep



aktualisasi, yaitu kurangnya minat baca pegawai di lingkungan Setjen dan

BK tentang Peraturan Sekretaris Jenderal.

. PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Standar Operasional
Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK)?

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 20 (dua
puluh) responden yang mengetahui SOP pembentukan SK dan 63 (enam
puluh tiga) responden yang tidak mengetahui SOP pembentukan SK, serta

17 (tujuh belas) responden menjawab “mungkin”, seperti tabel dibawah ini.

Jadi sebanyak 63% responden menyatakan tidak pernah membaca Standar

Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK).

. PERTANYAAN: Apakah saudara mengetahui prosedur permohonan

Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum?

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 17 (tujuh
belas) responden yang mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dan 68 (enam puluh delapan)
responden yang tidak mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum, serta 14 (empat belas) responden

menjawab “mungkin”, seperti tabel dibawah ini.

Jadi sebanyak 68% responden menyatakan tidak pernah membaca Standar

Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK).



5. PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Standar Operasional
Prosedur (SOP) permohonan Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa
Hukum?

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 11 (sebelas)
responden yang mengetahui SOP permohonan Pertimbangan Hukum/Legal
Opinion/Analisa Hukum dan 74 (tujuh puluh empat) responden yang tidak
mengetahui SOP permohonan Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa

Hukum, serta 14 (empat belas) responden menjawab “mungkin”, seperti
YA MUNGKIN® —~ TIDAK

tabel dibawah ini.

11779 14 74

Jadi sebanyak 74% responden menyatakan tidak pernah membaca Standar
Operasional Prosedur (SOP) permohonan Pertimbangan Hukum/Legal
Opinion/Analisa Hukum.

6. PERTANYAAN: Apakah saudara membutuhkan informasi mengenai
prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang menarik?

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 89 (delapan
puluh sembilan) responden yang membutuhkan informasi mengenai
prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang menarik
dan 2 (dua) responden yang tidak membutuhkan informasi mengenai
prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang menarik,

serta 8 (delapan) responden menjawab “mungkin”, seperti tabel dibawah ini.




Jadi sebanyak 89% responden menyatakan membutuhkan informasi
mengenai prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan
Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang menarik.
Hal ini dapat diartikan bahwa pegawai di lingkungan SETJEN dan BK
menyadari bahwa pengetahuan tentang prosedur pembuatan SK dan kajian

merupakan hal yang penting.

. SARAN

Berdasarkan hasil survei tentang prosedur pembuatan SK dan
Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum serta permintaan untuk
membuat infografis, terdapat beberapa saran yang disampaikan responden

untuk penulis sebagai berikut:

a. Perlu adanya sosialisasi lebih banyak terkait SOP yang ada di
lingkungan Sekjen dan BK DPR R

b. Perlu dibuatnya infografis alur SOP yang menarik agar lebih mudah
dipahami

c. Ditambahkan dengan audio visual yang lebih menarik sehingga
mudah diserap dan diingat.

d. Kuisioner yg diadakan ini cukup bagus, diharapkan dapat membantu
Biro Hukum dalam tahap awal memberikan informasi dan sosialisasi
produk hukum ke depannya.

e. menampilkan informasi mengenai prosedur Pembentukan Surat
Keputusan (SK) & Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa
Hukum dalam bentuk visual yang menarik, agar mudah dipahami
semua kalangan

f. artikel artikel terkait prosedur tersebut juga masih susah dicari di alat
pencapaian ataupun website resmi dpr jadi untuk menyampaikannya
dengan visual menarik merupakan ide yang sangat baik dengan
memanfaatkan sebagai media social seperti Facebook, [nstagram

Dan YouTube pastinya informasi tersebut akan menyentuh seluruh

5



lapisan masyarakat secara ekstensif Dengan begitu pihak DPR RI
dapat melaksanakan tugas sebagai parlemen modern yang akutabel

serta informatif.

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan
tidak mengetahui prosedur pembentukan Surat Keputusan dan
Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum. Sebagian
besar responden pun menyatakan belum pernah membaca SOP.
Dalam kolom saran, saran yang diberikan oleh responden cukup

bervariasi.

Dari pertanyaan survei yang diajukan penulis diketahui bahwa
pegawai/pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI terdapat kebutuhan infografis tentang Surat
Keputusan dan Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa

Hukum yang menarik dan mudah dipahami.

Jakarta, 11 Oktober 2019

ALFIAN FITRA RAHMAN, A.Md.T
NIP.199503052019031001




2. MENGUMPULKAN DATA ALUR PEMBENTUKAN SK
& ALUR PERMINTAAN PERTIMBANGAN HUKUM

(15 Oktober 2019)



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

" PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi dan tata

kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berakibat pada
perubahan pedoman tata naskah dinas Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sudah tidak sinkron atau harmonis lagi dengan
perubahan dan perkembangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat tentang Pedoman Pembentukan
#



Vi

Mengingat

Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia; e



MY

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

i

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI
adalah lembaga kesekretariatan dan keahlian lembaga negara

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

. Pimpinan Unit Pengusul adalah Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan

Setjen dan BK DPR RI yang mengajukan usulan rancangan Peraturan
Sektretaris Jenderal DPR RI. : :

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen dan BK DPR RI adalah
ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam proses pembuatan
produk hukum Setjen dan BK DPR RI.

Produk Hukum Setjen dan BK DPR RI yang selanjutnya disebut Produk
Hukum adalah Produk Hukum yang terdiri dari Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI, Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Instruksi, Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding), Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Sewa

Barang Milik Negara.

yx
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11.

12.

13.

14.

Program Pembentukan Produk Hukum adalah instrumen perencanaan
program pembentukan Produk Hukum yang disusun secara terencana,

terarah, terpadu, dan terkoordinasi.

Teknik Pembentukan Produk Hukum adalah cara penyusunan Produk Hukum dari
mulai penamaan sampai dengan penutup sesuai dengan kaidah-kaidah dan asas-

asas penyusunan Produk Hukum;

Peraturan Sekretanis Jenderal DPR RI adalah ketentuan yang memuat kebijakan
pokok dan umum yang bersifat mengatur di lingkungan Setjen dan BK DPR RI;

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl adalah ketentuan yang memuat kebijakan
yang bersifat administrasf, #dak mengatur dan memuat penetaparn.

. Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI adalah kebijakan yang memuat arahan atau

perintah tentang pelaksanaan kegiatan.

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran adalah kebijakan yang ditetapkan oleh
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
dan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran yang bersifat administratif, tidak
mengatur, dan memuat penetapan.

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah naskah yang memuat
kesepakatan awal antara Setjen dan BK DPR RI dengan pihak lain untuk melakukan
tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan antara Setjen dan BK DPR RI dengan
pihak lain untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah
disepakati bersama.

Perjanjian Sewa Barang milik negara adalah kesepakatan yang dibuat antara Setjen
dan BK DPR RI dengan pihak lain dalam rangka penyewaan Barang Milik Negara

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran di Setjen dan BK DPR RI. ""’



15.Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang
memperoieh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Setjen dan BK DPR RI.

16. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

BAB1I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Sektretaris Jenderal DPR RI ini disusun dengan maksud sebagai

pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam

pembentukan Produk Hukum.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman pembentukan Produk Hukum adalah:

1. tersusunnya Produk Hukum yang dapat dilaksanakan secara efektif dan
berguna dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
Setjen dan BK DPR RI;

2. terciptanya tertib administrasi hukum dalam pembentukan Produk
Hukum; dan

3. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Produk Hukum.



BAB III
ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Pembentukan Produk Hukum dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai
berikut:

a. kejelasan tujuan;

b. pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 5
Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah
bahwa setiap pembentukan Produk Hukum harus mempunyai tujuan yang jelas

vang hendak dicapai.

Pasal 6
Asas pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum harus dibuat oleh Pejabat yang

berwenang.

Pasal 7
Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 huruf ¢ adalah bahwa dalam pembentukan Produk
Hukum harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai
dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

¥
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Pasal 8
Asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah
bahwa setiap pembentukan Produk Hukum harus memperhitungkan efektivitas

Produk Hukum tersebut.

Pasal 9
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e adalah bahwa setiap Produk Hukum dibuat karena dibutuhkan dan
bermanfaat untuk peningkatan kinerja Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 10
Asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah
adalah bahwa setiap Produk Hukum harus memperhatikan teknis penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta
bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 11
Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah bahwa
dalam pembentukan Produk Hukum mulai dari perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, bersifat transparan dan terbuka.

Pasal 12
Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini meliputi:
a. bentuk Produk Hukum;
b. proses Pembentukan Produk Hukum; dan

c. teknik penyusunan Produk Hukum. #



BAB IV
BENTUK PRODUK HUKUM

Pasal 13

Bentuk Produk BEukum terdiri dari:

=
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(1)

(2)

(3)

(4)

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI;

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
Instruksi;

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding);

Perjanjian Kerja Sama; dan

Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.

Pasal 14
Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dan
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.
Penandatanganan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf ¢
dan huruf g dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan
Sekretaris Jenderal DPR RI.
Penetapan dan penandatanganan Produk Hukum sebagaimana dimaksud
Pasal d, huruf e dan huruf f dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawah
Sekretaris Jenderal DPR RI yang berkedudukan sebagai pejabat pimpinan
tinggi madya di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Pelimpahan penetapan dan penandatanganan Produk Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Produk Hukum yang bersifat
khusus terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan berlaku di lingkungan
unit masing-masing serta tidak berkaitan dengan pengaturan administrasi

kepegawaian, anggaran serta sarana dan prasarana.

.g;’
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Pasal 15

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memuat

kebijakan pokok dan umum yang bersifat mengatur di lingkungan Setjen dan BK
DPR RI.

(1)

(2)

Pasal 16

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf ¢
memuat kebijakan yang bersifat administratif, tidak mengatur, dan memuat
penetapan yang berlaku di lingkungan Setjen dan BK DPR RIL

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan
untuk:

a. menetapkan atau mengubah status

kepegawaian/personal/keanggotaan/material/ peristiwa,
b. menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan/atau

c. menetapkan pelimpahan wewenang.

Pasal 17

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memuat

kebijakan yang memuat arahan atau perintah tentang pelaksanaan kegiatan

yang bersifat sangat penting.

Pasal 18

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf f dan

huruf g memuat kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua

belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum

yang telah disepakati bersama. P
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BAB V
PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 19
Perencanaan pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 13
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dilakukan dalam Program Pembentukan Produk

Hukum.

Bagian Kedua
Perencanaan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Pasal 20

(1) Dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum berupa Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a,
disusun untuk jangka waktu tertentu yang terdiri atas:

a. program 5 (lima) tahunan; dan
b. program prioritas tahunan.

(2) Rencana pembentukan program S (lima) tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro yang mempunyai tugas di bidang
hukum dan pengaduan masyarakat.

(3) Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada usulan
pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dari Pimpinan Unit
Pengusul.

(4) Biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat
menerima usulan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dari
Pimpian Unit Pengusul.

(5) Pembahasan penetapan program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR RI 5 (lima) tahunan dapat melibatkan pimpinan tinggi madya dan/atau
pimpinan tinggi pratama dari unit pengusul.

(6) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI S5 (lima)

tahunan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI
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Pasal 21

(1) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima)
tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a menjadi
acuan dalam menetapkan program pembentukan Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI prioritas tahunan.

(2) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI prioritas
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 22
Untuk kepentingan organisasi, Pimpinan Unit Pengusul dapat mengajukan
rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI di luar Program pembentukan
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dan prioritas tahunan
dengan disertai urgensi atas suatu rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
RI.

Pasal 23
Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan
dapat dievaluasi bersamaan dengan penetapan program pembentukan Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI prioritas tahunan.

Pasal 24
Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b dan huruf ¢ merupakan skala prioritas Produk Hukum dalam 1 (satu)

tahun.

Pasal 25
(1) Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 berpedoman pada:
a. rencana strategis Setjen dan BK DPR RI; dan/atau

b. rencana anggaran biaya (RAB)/rencana kegiatan anggaran (RKA).
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(2) Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, harus mempertimbangkan realisasi anggaran pada tahun

sebelumnya.

BAB VI
PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Pasal 26
Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl melalui tahap penyusunan,

pembahasan dan penetapan.

Pasal 27
Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI diusulkan oleh Pimpinan Unit
Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan program
pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dan

prioritas tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1).

Pasal 28

(1) Dalam penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 Pimpinan Unit Pengu.-sul mengajukan rancangan
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Sekretaris Jenderal DPR RI

(2) Pengajuan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disertai dengan kerangka acuan dan/atau naskah
kebijakan yang paling sedikit memuat:
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan pengaturan;
c. dasar hukum;
d. materi yang akan diatur; dan

e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
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(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 29
Sekretaris Jenderal DPR RI menugaskan kepala biro yang mempunyai tugas
di bidang hukum dan pengaduan masyarakat melalui deputi yang
membidangi administrasi untuk melakukan pembahasan rancangan
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dimaksud.
Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas di
bidang hukum dan pengaduan masyarakat.
Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melibatkan unit pengusul dan unit kerja terkait.
Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 30
Rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI hasil pembahasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selanjutnya dibubuhi paraf oleh
kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan
masyarakat dan Pimpinan Unit Pengusul.
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan pada setiap
lembar/halaman rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
pada kolom paraf yang telah ditentukan.
Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan
pengaduan masyarakat dan Pimpinan Unit Pengusul sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhalangan, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada
pejabat setingkat dibawahnya.
Selain rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Unit Pengusul membuat 1 {satu) rangkap
rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tanpa dibubuhi paraf.
rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan Unit
#

-
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Pengusul kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk ditetapkan dan

ditandatangani.

Pasal 31

Dalam hal Sekretaris Jenderal DPR RI memandang perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 rancangan akhir Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI dikembalikan kepada Unit Pengusul untuk
dibahas kembali di bawah koordinasi biro yang mempunyai tugas di bidang
hukum dan pengadtian masyarakat.

Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi

Pasal 32

Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi diusulkan Pimpinan Unit

Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(1)

Pasal 33

Pimpinan Unit Pengusul menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris
Jenderal DPR RI, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,
dan/atau Instruksi melalui nota dinas yang ditujukan kepada kepala biro
yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat untuk
dimintakan koreksi dan/atau pertimbangan hukum.

Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan
pengaduan masyarakat memandang perlu untuk meminta penjelasan terkait
dengan rancangan Keputusan dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan



(3)

(5)

(6)
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pengaduan masyarakat dapat melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit
Pengusul.

Rancangan Keputusan dan/atau Instruksi yang telah dikoordinasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan koreksi,
harmonisasi dan sinkronisasi oleh biro yang mempunyai tugas di bidang
hukum dan pengaduan masyarakat.

Rancangan Keputusan dan/atau Instruksi hasil koreksi atau pertimbangan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3} diparaf oleh kepala
biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat
dan Pimpinan Unit Pengusul.

Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan
pengaduan masyarakat sebagaimana dimasud pada ayat (4] berhalangan,
kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan
masyarakat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat setingkat
dibawahnya.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan pada setiap
lembar/halaman rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Instruksi pada

kolom paraf yang telah ditentukan.

Pasal 34

Rancangan Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Instruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal

DPR RI oleh Pimpinan Unit Pengusul untuk ditetapkan dan ditandatangani.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik

Negara

%
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Pasal 35

Penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian

Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara dapat diusulkan oleh

Pimpinan Unit Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan

permohonan dari pihak lain.

(1)

(3)

(4)

Pasal 36
Pimpinan Unit Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mengajukan
rancangan Perjanjian dan Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding) kepada kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum
dan pengaduan masyarakat untuk dimintakan koreksi dan/ atau
pertimbangan hukum.
Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan
pengaduan masyarakat memandang perlu untuk meminta penjelasan terkait
dengan rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding),
Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala biro yang mempunyai tugas di
bidang hukum dan pengaduan masyarakat dapat melakukan koordinasi
dengan Pimpinan Unit Pengusul.
Rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian
Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah
dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan
koreksi dan/atau pertimbangan hukum oleh birc yang mempunyai tugas di
bidang hukum dan pengaduan masyarakat.
Hasil koreksi atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Pimpinan Unit Pengusul.
Rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian
Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dikoreksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibahas bersama antara biro
yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat,

Pimpinan Unit Pengusul dan pihak lain yang terkait. e
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(6) Rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian
Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dibahas
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diparaf oleh kepala biro yang
mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat, Pimpinan
Unit Pengusul dan pihak lain yang terkait.

(7) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan
pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan,
kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan
masyarakat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat setingkat
dibawahnya.

(8) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibubuhkan pada setiap
lembar/halaman rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik

Negara.

Pasal 37
Rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian
Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (6) disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk

menandatangani sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14.

BAB VII
PENOMORAN, PENDOKUMENTASIAN, PENGABSAHAN, DAN SOSIALISASI
PRODUK HUKUM

Pasal 38
(1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d, diberikan penomoran oleh biro yang mempunyai tugas
di bidang hukum dan pengaduan masyarakat melalui bagian yang

mempunyai tugas di bidang hukum. ¥
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(2) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf {, dan

huruf g diberikan penomoran oleh unit pengusul.

Pasal 39
Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, didokumentasikan oleh
biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat

melalui bagian yang mempunyai tugas di bidang hukum dan unit pengusul.

Pasal 40
(1) Kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan
masyarakat mengabsahkan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b dan hurufc.
(2) Pengabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dicantumkan di bawah
ruang tanda sebelah kiri bawah, yang terdiri dari “salinan sesuai dengan
aslinya” serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap

instansi.

Pasal 41
Produk Hukum yang telah diabsahkan oleh Kepala biro yang mempunyai tugas
di bidang hukum dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas di bidang umum

melalui melalui bagian yang mempunyai tugas di bidang tata persuratan.

Pasal 42
Sosialisasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a,

dilakukan oleh unit pengusul.

L
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BAB VIII
TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
Pasal 43
(1) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dilakukan dengan
berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal 44
Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI dan Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI dan Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dibuat dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal 45
Penyusunan Instruksi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Instruksi
yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

ini.

Pasal 46
Penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian
Kerjasama, dan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan
teknik penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan
Perjanjian yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR RI ini. Fy
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl ini mulai berlaku Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI

Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2017
SEKRETARIS JENDERAL,

/

Achrhad Djuned, S.H., M.Hum. ;.
NIP. 195709111984031002 ~




LAMPIRAN |

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM SEKRETARIAT
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
KERANGKA PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

I

IL.

A.
B.

1
E.

JUDUL

PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan
3. Konsiderans

4. Dasar Hukum

5. Diktum

BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum

2. Materi Pokok yang diatur

3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)

4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

5. Ketentuan Penutup

PENUTUP

LAMPIRAN (jika diperlukan)

SUSUNAN

A,

Kepala

Bagian Kepala Peraturan terdiri dari:

1. Kop naskah dinas, yang berisi logo Setjen dan BK DPR RI yang
mencantumkan frasa “SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN



KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESBIA” yang diletakan secara simetris.
2. Judul
Judul Peraturan memuat keterangan mengenat:
a. Jenis, yaitu PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
b. Nomor, aturan pemberian nomor Peraturan adalah sebagai
berikut:
1) nomor : menggunakan angka arab berurutan
2) tahun : tahun terbit
3. Nama Peraturan

Contoh Judul Peraturan

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN.....
TENTANG

---------------------------------------

4. Nama Peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi
Peraturan.

5. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan
di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

. Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri dari hal-hal berikut:

1.Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah
margin.

2. Nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan,
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

<



REPUBLIK INDONESIA, ditulis seluruhnya dengan huruf
kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan

tanda koma.

3. Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”.

a.

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
pembuatan Peraturan.

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran,
tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian
kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan
dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata

“bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

4. Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”.

a.

Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
Peraturan dan peraturan perundang-undangan yang
memerintahkan dan/atau berkaitan langsung dengan
pembuatan Peraturan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang
dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan
pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan
perundang-undangan dan jika tingkatannnya sama
disusun secara kronologis berdasarkan saat
pengundangan atau penetapannya.

Dasar hukum yang bukan UUD 1945 tidak perlu
mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama
judul peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan

Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran



Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia yang diletakkan di anatar tanda baca
kurung.

Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan
perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan

tanda baca titik koma.

5. Diktum terdiri dari:

a.

Diktum dimulai dengan kata “MEMUTUSKAN” ditulis
dengan huruf kapital, diiiktui dengan kata “Menetapkan” di
kiri.

kata “MEMUTUSKAN” yang ditulis seluruhnya dengan
huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah
margin.

kata “MENETAPKAN” yang dicantumkan sesudah kata
“MEMUTUSKAN” disejajarkan ke bawah dengan kata
“Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata
“Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua.

Nama yang tercantum dalam judul Peraturan dicantumkan
lagi setelah kata menetapkan dan didahului dengan
pencantuman jenis Peraturan, serta ditulis seluruhnya
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan setelah

kata “menetapkan” ditulis dengan huruf kapital.

C. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Peraturan terdiri dari:

1.

Semua substansi peraturan perundang-undangan yang
dirumuskan dalam pasal-pasal.
. Substansi yang pada umumnya dikelompokan ke dalam:

a, Ketentuan Umum,



b. Materi Pokok yang di atur;
c. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan),;
d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);

e. Ketentuan Penutup.

D. Penutup

Bagian penutup Peraturan terdiri dari:

L

tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal

penetapan Peraturan.

. nama jabatan pejabat yang menetapkan, SEKRETARIS

JENDERAL, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri
dengan tanda baca koma.
tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan.
nama lengkap pejabat yang menandatangani Peraturan, yang
ditulis dengan huruf kapital.

contoh:

Nama tempat dan tanggal penetapan peraturan

NAMA JABATAN,
Tanda Tangan
NAMA LENGKAP

SEKRETARIS JENDERAL,

Achmad Diuned, SH., M.Hum.*
< NIP, 195709111984031002




LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK  HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
DAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG

1. Kepala

Bagian kepala Keputusan terdiri dari:

1. Kop naskah dinas yang berisi logo Setjen dan BK DPR RI yang
mencantumkan frasa “SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”
yang diletakkan secara simetris,

2. Judul Keputusan
Judul Keputusan memuat keterangan mengenai:

a. Jenis Keputusan ditulis seluruhnya huruf kapital, yaitu:

1) KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;

2) KEPUTUSAN KUASA  PENGGUNA  ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA DEWAN PADA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;

3) KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG SATUAN KERJA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.



b. Nomor
1) Aturan pemberian nomor pada Keputusan adalah sebagai berikut:
a) Nomor: menggunakan angka arab berurutan;
b) SEKJEN; dan :
c) Tahun: tahun terbit.
2) Aturan pemberian nomor pada Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah sebagai berikut:
a) Nomor: menggunakan angka arab berurutan;
b) Untuk Keputusan Kuasa Penggunan Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang:
(1) Satuan Kerja Sekretariat : KPA-SET
(2) Satuan Kerja Dewan : KPA-DEWAN
¢} Tahun : tahun terbit.
3) Nama Keputusan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi
Keputusan.
4) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di
terigah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

(a) Contoh penomoran Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI:

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.../SEKJEN/2017
TENTANG

................

(b) Contoh penomoran Keputusan Kuasa Penggunan

anggaran/Kuasa Pengguna Barang



— Contoh untuk Satker Sekretariat

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..../KPA-SET/2017
TENTANG

R N e

~ Contoh untuk Satker Dewan

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR..../KPA-DEWAN/2017
TENTANG

5) Kata penghubung TENTANG, yang ditulis dengan huruf kapital.

6) JUDUL Keputusan, ditulis dengan huruf kapital.

7) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca koma.

8) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan Kuasa

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Barang:



(a) Untuk Satker Sekretariat:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDGNESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca koma.

(b) KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA DEWAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL
DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda baca koma

2. Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri:

L

Kata menimbang,  yaitu konsiderans yang memuat
alasan/tujuan/kepentingan /pertimbangan tentang  perlunya

ditetapkan Keputusan.

. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok

pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu

kesatuan pengertian.

. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan

dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri

dengan tanda baca titik koma.

. Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-

undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.

.Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar

dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu
memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika
ditingkatannya sama disusun secara kronoclogis berdasarkan saat

pengundangannya atau penetapannya.

. Dasar hukum yang bukan UUD 1945 tidak perlu mencantumkan pasal,

tetapi cukup mencantumkan nama judul peraturan perundang-

undangan.



7.Dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran
Negara Republik Indonesia yang diletakkan di anatara tanda baca
kurung.

8. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-
undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan
seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Konsiderans “Memperhatikan” dapat dicantumkan apabila diperlukan.

1. Hal-hal yang harus diperhatikan/menjadi karena berkaitan langsung
dengan Keputuéan yang dibuat.

2. Jika memperhatikan memuat lebih dari satu, maka penulisannya
diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan
tanda baca titik koma.

Diktum

Diktum Keputusan terdiri dari:

1. Diktum dimulai dengan kata “MEMUTUSKAN” ditulis dengan huruf
kapital diikuti dengan kata “Menetapkan” di kiri.

2. Kata “Memutuskan” yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital di
antara spasi dengan suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik
dua serta diletakkan di tengah margin.

3. Kata “Menetapkan” yang dicantumkan sesudah kata “Menimbang” dan
“Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf
kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

4. Nama yang tercantum dalam judul Keputusan dicantumkan lagi
setelah kata menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis
Keputusan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

5. Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan lagi setelah kata
“Menetapkan” ditulis dengan hururf kapital. &



6. Khusus untuk Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang

penetapan status pegawai ditambahkan pernyataan sebagai berikut:

a. “Salinan” menunjukkan pejabat yang berhak, menerima salinannya;

b. “Petikan” disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan diperhatikan; dan

c. “Salinan” harus disahkan oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan
Masvarakat, ditandatangani langsung dan tidak boleh dengan tanda
tangan cap.

d. “Petikan Keputusan” harus disahkan oleh pejabat yang berwenang
di bidang kepegawaian, ditandatangani langsung dan tidak boleh
dengan tanda tangan cap.

5. Batang tubuh

5

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama
dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi
Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali
dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga dan

seterusnya.

. Penulisan diktum dicantumkan sejajar dibawah kata menetapkan yang

penyebutan rumusannya berdasarkan urutan angka arab, kata atau
frasa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik

koma.

.Dalam diktum juga dicantumkan saat berlakunya Keputusan,

perubahan, atau pencabutan.

. Lampiran Keputusan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan.

5.Pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang membuat

Keputusan.



6. Penutup
Bagian penutup terdiri dari:
1. Tempat dan tanggal penetapan Keputusan.
2. Jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca koma.
3. Tanda tangan pejabat yang menentukan Keputusan.
4. Nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan ditulis

seluruhnya dengan huruf kapital.

SEKRETARIS JENDERAL,
s

Achmad Djuned, S.H., M.Hum.»
<NIP. 1957091119840G31002 ~
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LAMPIRAN HI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN INSTRUKSI
A. Kepala

Bagian kepala Instruksi terdiri dari:

1. Kop Naskah Dinas yang berlogo Setjen dan BK DPR RI warna emas
dan mencantumkan frasa SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
yang diletakkan secara simetris di tengah margin.

2. Kata INSTRUKSI dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang

ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

3. NOMOR Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Aturan pemberian nomor pada Instuksi adalah sebagai berikut:
a. Nomor: menggunakan angka arab berurutan

b. INST-SEKJEN

c. Tahun : Tahun terbit
Contoh Nomor Instruksi
NOMOR.../INST-SEKJEN/ ...

4. TENTANG

a. Kata TENTANG, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

b. Judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

£



c. Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara
simetris.

Contoh judul instruksi
INSTRUKSI
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.../INST-SEKJEN /2017
TENTANG

-------------------

. Konsiderans

Bagian konsiderans terdiri dari:

1. Kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan Instruksi.

2. Kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan
penetapan Instruksi.

. Batang Tubuh

Bagian Instruksi memuat substansi Instruksi.

. Penutup

Bagian penutup Instruksi terdiri dari:

1. Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan
Instruksi.

2. Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf
kapital, dan diakhiri dengan tanda koma.

3. Tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi.

4. Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital, dapat dicantumkan gelar, dan Nomor Induk Pegawai (NIP)
pejabat tersebut.

SEKRETARIS JENDERAL,

Achméd Di ined. §.H.. MHum.
*NIP. 195709111984031002



LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMORZ20 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1. TEKNIK PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM of
UNDERSTANDING)

1)

Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

a) Logo Setjen dan BK DPR RI diletakan di sebelah kiri Kop Nota
Kesepahaman sebagai Pihak Pertama, dan logo Pihak Lain yang akan
membuat kesepahaman di sebelah kanan Kop Nota Kesepahaman
sebagai Pihak Kedua.

b) Nama pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman.

¢) Judul Nota Kesepahaman.

d) Nomor Pihak Pertama dan Nomor Pihak Kedua.

Pembukaan

Pembukaan terdiri dari:

a) Permyataan hari, tanggal, dan tempat penandatangan.

b) Identitas para pihak sebagai pihak yang terkait oleh Nota
Kesepahaman.

¢) Keinginan para pihak.

d) Pengakuan para pihak terhadap Nota Kesepahaman tersebut.

e) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku (jika diperlukan).

f) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang

dalam pasal. 'y



3)

4)

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Nota Kesepahaman memuat materi Nota

Kesepahaman, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal, paling sedikit

meliputi:

a) Tujuan;

b) Lingkup Nota Kesepahaman;

c) Pihak-pihak yang melaksanakan Nota Kesepahaman,;

d} Pelaksanaan Nota Kesepahaman;

e) Pengaturan pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepahaman (jika
diperlukan), dan

f) Masa berlaku Nota Kesepahaman.

Penutup

Bagian penutup Nota Kesepahaman terdiri dari nama penanda tangan para

pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman, jika dipandang perlu

ditandatangani para saksi, dan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. TEKNIK PENYUSUNAN PERJANJIAN

1)

Kepala
Bagian kepala terdiri dari:

a) Logo Setjen dan BK DPR RI diletakan di sebelah kiri Kop Perjanjian
sebagai pihak pertama, dan logo instansi dan/atau sejenisnya yang
akan bekerjasama di sebelah kanan Kop perjanjian Kerjasama
sebagai pithak kedua.

b) Nama pihak yang mengadakan Perjanjian.
c) Judul Perjanjian.
d) Nomor Pihak Pertama dan Nomor Pihak Kedua.

Pembukaan
Pembukaan terdiri dari:

a) Pernyataan hari, tanggal, dan tempat penandatangan;
b) Identitas para pihak;

¢) Penjelasan para pihak terhadap Perjanjian;

d) Keinginan para pihak;



3)

4)

f)
gl

Penjelasan para pihak terhadap Perjanjian;
Acuan terhadap ketentuan yang berlaku (jika diperlukan);

Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang
dalam pasal-pasal.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Perjanjian memuat materi perjanjian, yang
dituangkan dalam bentuk pasal-pasal:

Bagian batang tubuh terdiri dart:

- d)

a) Objek Perjanjian,

b) Maksud dan Tujuan Perjanjian;

¢) Ruang Lingkup Perjanjian;
Pengaturan pembiayaan pelaksanaan Perjanjian (jika diperlukan);

e) Hak dan kewajiban Para Pihak;

f) Pelaksanaan Perjanjian;

g) Sanksi (jika diperlukan)

h) Jangka Waktu Perjanjian;

i) Berakhirnya Perjanjian;

j) Force Majeur/keadaan memaksa;

k) Addendum;

1) Penyelesaian perselisihan;

m) Ketentuan lain-lain;

n] Ketentuan Penutup.

Penutup

Bagian penutup Perjanjian terdiri dari nama penanda tangan para pihak

yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu),

dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,

Achnfad Dilned, S.H., M.Hum. ,
ONIP. 195700111984031002



NOMOR S0P HK/13-220/SETJEN DAN BK PR RIHK.01/11/2017
TGL. PEMBUATAN | 20 November 2017
TGL REVIS]
TGL. EFEKTIF Ll
[DISAHKAN OLEH | Kegala Bira
Juliasilt, S.H., MH
NIP. 18610726 108303 2 001
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR R
NAMA SOF SOF PEMBENTUKAN NASKAH KEPUTUSAN DPR, KEPUTUSAN PIMPINAN OPR, KEPUTUSAN
SEKJEN DPR, DAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, INSTRUKS| SEKJEN.
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS] PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tantang MPR, DPR. DPD, 3. Mernilik kemampuan mengidentifikasi dan ganahisa permasalahan
dan DPRO (UU MD3) 2. Memiliki k o diasi dan negosiasi
2. Peraluran Sekretaris Jenderal D P kilan Rakyat Republie|3. Memahami peraturan p dang gan terkait
{rdonasia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerals, Memahami Strukiur Organisasi Setien dan BK DPR Ri
Sekretarial Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat|s Memiliki pernahaman hukurn acara
Hepublik Indonests, sebagalmana telah diubah dengan Peraturan - N
<, i .l "7 A Owaﬂ F i My.t D‘:uhtm Inds 1
Noror 2 Tahup 2016 i
KETERKAITAN: PERALATANPERLENGKAPAN:
1. Nota dinasflembar disposisi.
2. Dokumen peraturan peruadang-undangan
3. KomputerdPrinter{Scanner .
4. Jaringsn Inferne!.
5. Alat komunikasi
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
elaksana bertenggung jawob otas peluksansan aktivitas yang telahiDisimpan sebagal data elekironik dan manual.
ditetapkan




Muti Baky

Hepala
Kasubbag
No Koglatan Do | Kamg | g il i w bEo
H:::m Hukum | gan Advokast A sk eng U | UM Kers | Kelengkapan akt Output
Oumas Hukum
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Sokjun
hk kan Kepach Kasibag
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jpeilipbangan aws  Hoskoh  oputusan  DFR :
2. fkepunisan fimpinan DPR, Kepulusan Sekjen DPR. dipsist 15 meni disposial
Dan Kepulusan Kusse Pengguna Anggaran, Inkiuksi)
Sekfon
3. [Meriugaskan
4 Pengadnenistosi  Unwm ok mensatel]
premintann tersabul ke deiam deishine
b Analis Mukum seeberkan perfimbangan mias
Nagkah Kepaluwan DPR, Fepulusan Pimpioes .
DPR, Kepdsan Stijes DPR, Dan Kepulason disposisi 18 manil [Olsponisi
Husa Pengauna Anggoran, bt Sekjen
4, F dinsgiias mum athat | Fre tersimpantiva
x&uama.mm b‘m‘;mﬂm 20 menil foata dalam daia
[pe
S JAnglis Hukum M
otas Naskah Kepulusan DPR. Kaputusan Pimgnan tersusunnya
DPR, Keputisan Sekjon DPR, Dda Kepulusan Kusse data dan dol o i
Pengguna  Anggaren,  lnsvuksi  Sekien dan porddiung | ' ki lerhadap
ranyampaikan kepads Kasubag Perdimisngan dan s intgt
{havekad Hukum
G (asubag  Perimboagsn  oan  Advokss:  Hukum
IMomedksa perdimbangan atas Naskah Kepulusan) LS USUAnya t&rsuRUnNYa
DPR. Keputusan Pimpinan DPR, Kepufusan Sehkjen penimbangan | persmbangan
DPR. Din Keputusan Kusa Pengguma Angoarsn, hukum terhagag | ° ™™ | hukun teimadap
instruksi Sekjen dan menyampairan kepada Kabag konsep nasiah kensep naskan
Hukym.
Fatag Hubum Manerisa peimtangan stay Naskal
fRemaman DPR,  Kepitsan - Pimpisan . BRI [T Tersasunnyd
Reputusan  Sexjen DPR, Den  Kepuiiasa  Kuaga pertintangan hukin 30 perumbangan
fPengouna  Angowrac,  Wstuksl  Sexien  dan| tevhadap kongen it ukum tettisdap
mgnyampalkan kepads Kepsa B Hukum dap Aaskah Konsep naskik:
Duinas
< |Biro Hikum dan Dimas meneruskan perimbangan|
atas Nasksh Keputusan OPR. Kepulusian Punpinan tersisunrya tecsuslnnyl
DPR, Keputusan Sakjen DPR, Dan Keputusan Kuass pertimbangan hukim 18 mienit pertimbangan
Pergguna Anggaran, Insiruksi Sekjen ke enit kerja terhadap konsep skt taehisap
yENg NENGRckEn RN konsep naskah




G |Keginian Un# kega unluk memperbaisl  Naskah)

Kepulusan  DPR:  Kspulugan  Fimpinan  DPR.

jenderal

Kepulusan Sekjen DPR, Dan Keptiusan Kuasa honsep naskah
Pengguns Anggaran. siruks: Sekjer ssbiagaimann 2jam baga
pertimbangan darl Bagian Hukun. periimbangsn
0[O ke i e, Naskah BRI
PR, Sekjen DPH. kansep nasksh
Dan Kepitusan Kuau Ftrwna Anggaran, Instruksi] 15menit |  sebagaimana
Sakjen ke Biro Huktim dan Dumas ; pEMimhAAgM
11 a.mmberluanpampadaummpuwm DPR,| I
ulusan  Pimpinan DPR. Keputusan  Sekjen :
DPR Dan Keputusan Kuasa Peagguria Anggaran, i
Instiuhal Sekjsn | : hat gk gt
b Menaruskan  net  Naskah Keputusan OPR ;l-bq‘limuln 15 ineait llndtwinr\lml
Kepulusan Pimpinen  OPR. Kepulusan  Sedgar pevtimbangan sokrotariat
BPR Dan Keputusao Kuzsa Pénggund Anggaran, jendetal
Insirukal Sekjen ke unit kel yang
12 [Molokukan  pioses  penandatanganan  Naskah
Weputusan  DPR. Kepiisen  Pimginan  DPR, et nadkah surat e, (P "
Keputusan Sehien  DPR, Dan Keputusan Kussa i f g
Pengguna ""9\'#"::"' nstruksi S*}Gfﬁw pejpbat kw::w”:f:nm'n wmadaR | o0 dewanden | proses brjenjang diuni
| YAN( BATAGNAng. sekretanat jenderal i ke s -




NOMOR 80P HRI-1GT/GETJEN DAN BK DPR RIHK 01/10/2017
TGL. FEMBUATAN 10 Gktober 2017
TGL REVISI
TGL. EFEKTIF ™
DISAHKAN OLEH Kepala Biro i dan Pengaduan Masyarakat
- -
LR
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR R Juliagih, S H.. T
NIP. 19610725 198803 2 001
[NAMA SOF SOP PENYUSUNAN LEGAL OPINION/PERTIMBANGAN HUKURZANALISA HUKUM.
(dari Biro Hokum Dumas)
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA:

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tenlang Sekretarint
Jenderai ¢an Badan Keahlian DPR Ri

2. Peraturan Sekrelaris Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 temtang Organisasidan Tata Kera)
Sekretariat Jenderal dun Badan Keahiian: Dewan Perwakllan
Rakyat Republik Indonesia, sebagalimana lelah diubahi dengan

indoneata Nomer 2 Tahun 2016,

Peralutan Sekietaiis Jaiideral Dewan Perwakilan Rakyat Republicf

1. Memiliki kemampuan mengidenlifikasi dan menganalisa permasalahan

3. Mernahami p peundang-udangan tarkait
4. Memuhami penggunaan komputsr dan jaringan intermnet

{ditetapkan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Dok peraturan perundang gan terkait
2 Alat komunikasi
3. Komputer/printer/scanner.
4. Nota dinas/lembar disposis
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pelaksana berlanggurg jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah|Cision bagai data elek k can manual,

2. Memahami Strukiue Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI




Muiu Baki

Y ek seluju. mengembalikan kepada Kasubag

untuk diperntii.

Karg Kasubbag
No Kaglatan Hukum | Kabag | Pertimbangan |p, inist| Penghimp Analis Ketarangan
dan | Hukum | 6an Advakast | ragiUmum | Bahan Hukom | Hukgm | OlenEkapan | Wakta | Output i
Dumas Hukum
V. [Biro Hukum don Dumas manugaskan kepada dala kronoits
Kabag  Hukum  uniuk  menyusun legal permassiahan
opinlon/partimbangan hukumianalisa hukum, hukim dan 15 menit Disposisi
dokumen
pentukung
2. |Kabsg Hukum garahkan dan }
kepada Kasi dan Aawkmi
-— m*mm‘""ﬂ,m" e dsposkl | Homenit |  disposist
AAAAAA |opimion/pertimbangan hukumianalisa hukuet
3. |Kosubag Farthnhmnn dan Advokast Hu«um
|Menugaskan kepada:
¥ Pengadminieirasi  Uminn  untuk  mencatat]
permintaan térsait ke calam  database dispositi 30 menit Disposisi
partimbangan.
. Penghimpun Bahan Hukum uniuk melenghapi]
dokumen-dokuman pendukung
«. Analis Hukm\ untuk mbual komep iem:i
Dan mnny:mpaiﬁnn Kepada M:
Perimbangan dan Advekasi hukum
4, [P iustrasi  Umum atal p =
tarsibu ki dulan dulabnse pertimbongan. buki ragister | 10 menit data
5. (Penghi iahan Hukum gRap: dok dokumen dokummen
dokumen pendukung. pondukung DR pengukung
&. |Analis bl membual konsep  jegal data kionolis
pleon/p q hukiim, dan parmasalahan
menyampatkan kapada Kasubag Pertinbangan bokandan | ihed | dretiessl
dan Advokas! hukum dokumen opinfon
pendukuing
7. [Kasubag Pertimbangan dan Advokasi Hukum
memenksa konsep legal opinion/parbmbangan;
i fanaliss hukum apablia: £ tegal
5[+ sewju, menyampalkan kapada Kabag Hikum. drat tegal opinion | 30 menit ";;ﬂ:;\'
o fidak seluju. mengembalikan kepada Analis
_Hukym untuk dipecbaiki,
9, thng Ilukum memenksa  konsep  legal
i 1 hukum/anatiga  huku,
cpablla,
* seiuiu, ikan paraf dan ) o draf legal ogician | 30 manit dral legat
kepada Karo Hukum dan Gumas. opition




10.|Biro Hukim dan Dumas menyslujul konsep legal
, . A B hiin

P ¥ 1

drafiagal
opiraai

deaftegaf cpition | 15 menit




3. MENGUMPULKAN BAHAN DESAIN
(16 Oktober 2019)






KEGIATAN 3
DESAIN



1. MENCARI IDE DESAIN
(21-25 Oktober 2019)



KONSEP DESAIN PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN 1

Bt Fengosul Pimpinan unit pengusul Biro Hulum &
membuat disposisi SK membuat Nota Dinas Pongaduan Masyarakat
kepala pimpinae kepada Birp Hukum & memhm_udlsposl:l

it § wsul Pengaduan Masyarakat ke Bagian Hukum

BER2224l PIMPINAN b 020 224 BIRD HUKUM &
L { £ £ 4 T PENGUSUL (((((( PENGADUAN WASHARAKAT

SK STATUS
“KOREKSI"

01

S——

Unit Pengusul
memparhaiki S

Kepata Biro memberd
Faraf kepada SK
yang sudah d| paraf oleh

pertimbangan hukum
feka SK sudaly dipeciaiki

Jika SK sudah diperbaid Pimpinan Unit Pengusul
maka dibia malka dibuat
dispasisi $K Nota Dinas

SK STATUS

<€ it

|

Selkrotaris Jenderal
moendandatangani
SK

Jika SK sudat
Keuruclian dis. a
ke Sekrelaris Jenideral
untuk ditan




KONSEP DESAIN PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN 2

~
“ 70

o so/

KEIREKSI

BAGIAN HUKUM

"
“KOREKSI" "?x,

BIRO HUKUM & DUMAS




KONSEP DESAIN PERMINTAAN PERTIMBANGAN HUKUM 1
g s e

Hiro Hukum & Pengaduan

bt Rots Dinas. 33D 32D I3y Vewslatmenbuidisposil
kepada Biro Hukum & e Bagian Hulum

Pengaduan
Jika sudah selesai kepala Biro

ian Masyarakat

INFOGRAFIS . e
PERMITAI

E
g
04

s

Unit Pengusul nhiat Memberi Pertimbangan Hukum
l Nuta Dinas bermbtans dalam hentuk kajian
Pertimbanga uin

kepada pimpinan
unit pengusul



KONSEP DESAIN PERMINTAAN PERTIMBANGAN HUKUM 2

BAGIAN/BIDANG PENGUSUL

KARO/KAPUS

menggunakan Nota Dinas

BAGIAN HUKUM

Memberi Pertimbangan Hukum
dalam bentuk kajian




2. KONSULTASI DESAIN KE MENTOR
(21-25 Oktober 2019)



Konsultasi Desain Ke Mentor, Kepala Bagian Hukum, dan Pegawai-
pegawai di Bagian Hukum




3. MENDESAIN INFOGRAFIS
(21-25 Oktober 2019)



INFOGRAFIS ALUR PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN

agian/Umt mengusul sep Surat Keputusan
kepada B:ro Hukum melalui Pimpiran:(K£RO/KAPUS)
g renggunakan Nota Dinas

BE
BIRO HUKUM men  Disposisi ke BAGIAN HU
untuk memberikan Pertimba Hukum
Konsep Surat Keputusan

- Bagian Hukum memberikan pertinchasgen Hukum

terhadap Kensep Surat Keputusan dan ne<akukan

Koordinasi Zlen Unit Per

Ji tw
akan di k alikan ke Unit erg
BIRO HUKUM untuk
telah diperbaiki
dari Bagian Hukum,
ke Bagian Hukum
untuk diberikan pertimbangas h ¥um kembali.

14

san ¢i kembalikan
Unit Pengusul melalui Biro Hulum.
Pa-af oleh
Unit Pengu :0KAPUS)
tir kiri bawah tiap halamanj untukkemudian
dapatkan Paraf KARO Hukum
(sebelah kanan bawah tap haloman)
- Keputusan yang sudah diparal Uait Pengusul
KAPUS) dan KARO Hukum dimintakan pengesahan

engguna

diserahkan ke Bagian Hukum untuk diberi nomor
dan didokumenta:

1 rangkap SK berpa

1 rangkap SK untuk digunakan sebagaimanamestinya
oleh Unit Pengusul.




INFOGRAFIS ALUR PERMINTAAN PERTIMBANGAN HUKUM

[
INFOGRAFIS PERMINTAAN

PERTIMBANGAN
y @ BAGIAN/BIDANG PENGUSUL
H U K U M ‘ w} o / Baglan/Umt Pengusul
T membuat Nota Dinas kepada KARO/KAPUS

3 untuk Permohonan Pertimbangan Hukum/
Legal Opm!on/Anal&Hukum

i ——® KARO/KAPUS
KARO/KAPUS pengusul menyampaikan
kepada BIRO HUKUM
BIROHUKIM @ — - menggunakan Nota Dinas
BIRO HUKUM membuat disposisi
ke Bagian Hukum

Membuat Pertimbangan Hukum
/Legal Opinion/Analisa Hukum
sepanjang data dukung lengkap

Hasil Kajian/Pertimbangan Hukum
diserahkan kepada KEPALA BIRO HUKUM
- Dalam kal data dukung tidak lengkap, untuk ditandatangani selanjutnya
Unit Pengusul wajib melengkapi. _ disampaikan kepada Bagian/Unit Pengusul
melalui KARO/KAPUS pengusul.

ﬁ@m@ im 20l




KEGIATAN 4
IMPLEMENTASI



1.PENJADWALAN RAPAT
(24 Oktober 2019)



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 507/HK.01/10/2019 Jakarta, 24 Oktober 2019
Sifat : Penting

Derajat . Segera

Lampiran R

Perihal : Undangan

YTH.

Kepala Bidang BDTI (Bidang Data & Teknologi Informasi);
Pranata Komputer Muda;

Pranata Komputer Pelaksana;

Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum.

o8 o ol

JAKARTA

Dengan hormat, disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan layanan
bagian hukum melalui pembuatan infografis pembentukan Surat Keputusan dan
Permintaan Pertimbangan Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Kami mengundang
Saudara, untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2019

Pukul : 09.00 WIB — Selesai
Tempat : Ruang BDTI (Bidang Data & Teknologi Informasi)
Lantai II, Ged. Nusantara I DPR-RI
Acara : Koordinasi mengenai upload infografis Pembentukan Surat

Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum di Portal
Setjen dan BK DPR RI
Mengingat pentingnya acara tersebut maka Kami harapkan kehadiran Saudara pada
acara dimaksud, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

T

ARINI WIJAYANTI, SH, MH
NIP. 197105181998032010

Tembusan :
- Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;




2. BERKOORDINASI DENGAN BDTI
(29 Oktober 2019)



Berkoordinasi dengan BDTI (29 Oktober 2019)




DAFTAR HADIR RAPAT
HariTanggal : Selasa / 23 Owtover 20\9

Pukul - 09.090 — Selesay
Tempat - Ruang BOTI
Acara - Regod xoordh tost LRlead INTOQTET ke Pothal

i AN TR forgeldle. Dotumen Roay. ttutom %

- Den\@\ T W Qie\wm

% Peno THG\ 2 \%179{0(0 0,(H /
“ | Eding Vol Wi
> | Moh. SASMITO A w aliaria %{,ﬂ

10.

i1

12.

13.

14.




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

CATATAN HASIL RAPAT

KOORDINASI UPLOAD INFOGRAFIS DI PORTAL DPR RI

Hari . Selasa, 29 Oktober 2019

Waktu . Pukul 09.00 WIB — selesai

Tempat . Ruang BDTI (Bidang Data & Teknologi Informasi)
Lantai I, Gedung Nusantara | DPR Rl

Acara :  Koordinasi mengenai upload infografis Pembentukan Surat Keputusan dan
Permintaan Pertimbangan Hukum di Portal Setjen DPR Rl

Peserta : 1. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

2. Pranata Komputer Muda
3. Pranata Komputer Pelaksana
POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

1. Infografis pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum diusulkan
di upload pada Portal Setjen DPR Rl dengan fitur Sub Menu baru yaitu Sub Menu “Infografis”.

2. Bahwa pembuatan Sub Menu "Infografis” di Portal Setjien DPR RI tidak memungkinkan jika
hanya berisi 2 konten dan seadikit mengganggu tampilan laman utama Portal Setjen DPR Rl
(Sub Menu semakin banyak).

3. Penambahan Fitur Infografis dilakukan di dalam Sub Menu yang sudah tersedia di Portal
Setjen DPR RI yaitu Sub Menu “Template SK “.
Rancangan Infografis dikirim ke BDTI untuk Uji coba upload di Portal Setjen DPR RI.

5. Acara ditutup pada pukul 11.30 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2019

ALFIAN FITRA RAHMAN, A.MD.T.
NIP. 199503052019031001




3. UPLOAD INFOGRAFIS KE PORTAL
(30 Oktober 2019)



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS
519 /HK/10/2019

Kepada : Kepala Bidang Data & Informasi

Dari . Kepala Bagian Hukum
Hal : Permohonan Upload Infografis di Portal Setjen & BK DPR RI

Sehubungan dengan upaya peningkatan pelayanan informasi di
Bagian Hukum, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk
mengunggah infografis Pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan
Pertimbangan Hukum ke dalam Sub Menu “Template SK” pada Portal
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Oktober 2019

Kepala Bagian Hukum,

ot

ARINI WIJAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197105181998032010




Upload Infografis (30 Oktober 2019)




KEGIATAN 5
EVALUASI UJI PUBLIK



1.TESTIMONI
(24 Oktober 2019)



Testimoni (1&4 November)

1. Testimoni Kepala Bagian Administrasi Keuangan




2. Kepala Bagian Keanggotaan dan Kesekratariatan Fraksi




Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MENTOR

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IV
TAHUN 2019

Nama . Alfian Fitra Rahman Nama Coach : Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
Instansi  : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
NIP. 19950305201903 1 001
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(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor
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Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI
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